BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumya
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perubahan penggunaan
tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan tempat tinggal setelah
berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 di Kabupaten Klaten belum
berjalan secara optimal, khususnya di desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan,
maksudnya masih banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan
perencanaan kawasan dan tidak adanya ketegasan dalam upaya pengawasan,
pengendalian, koordinasi antara instansi terkait dan memang adanya peraturan
yang memberi peluang terhadap investor untuk mengembangkan perumahan

di Kabupaten Klaten. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap warga Indonesia
dan merupakan hak yang harus dipenuhi guna mewujudkan kesejahteraan
disamping pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, maka dari itu
perumahan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur pokok dari
kesejahteraan rakyat. Pembangauan perumahan yang schat dapat terjadi
baik di kota maupun di desa, dapat meningkatkan taraf hidup, kecerdasan,
dan kesejahteraan seluruh rakyat yang dapat mendorong berhasilnya
pembangunan nasional.

2. Bahwa Kecamatan Klaten Selatan merupakan daerah yang memiliki angka

tinggi dalam pelaksanaan perubahan penggunaan tanah khususnya untuk
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pembangunan perumahan. Sebagai wilayah sasaran pengembangan
pembangunan menyebabkan lahan tanah di Kecamatan Klaten Selatan dari
waktu ke waktu semakin berkurang dan akibatnya banyak pembangunan
yang menggunakan lahan tanah pertanian sebagai lokasi pengembangan

pembangunan khususnya untuk permukiman.

. Bahwa adanya faktor-faktor pendorong dari masyarakat Klaten yang

sengaja mengalih fungsikan atau merubah penggunaan tanah pertanian ke

non pertanian yang digunakan untuk pembangunan tempat tinggal.

. Bahwa meskipun sudah ada peraturan yang membatasi perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten No. 4 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015 dan Instruksi Gubernur
Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang
Pencegahan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
yang tidak terkendali dalam pelaksanaan perubahan penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian untuk pembangunan permukiman atau tempat
tinggal di Kabupaten Klaten Khususnya di Desa Trunuh Kecamatan
Klaten Selatan masih banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan

dan perencanaan kawasan.

. Bahwa meningkatnya penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di

Kabupaten Klaten Khususnya di Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan
untuk lokasi pengembangan perumahan atau tempat tinggal secara besar-

besaran diakibatkan tidak adanya ketegasan dalam upaya pengawasan,
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pengendalian, koordinasi antara instansi terkait dan memang adanya
peraturan yang memberi peluang terhadap investor untuk mengembangkan

perumahan di Kabupaten Klaten.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan penulis sebagai

bertkut:

1.

Supaya dilakukan usaha untuk menertibkan izin lokasi terhadap pihak-
pihak yang akan melakukan perubahan tanah pertanian ke non pertanian.
Hal ini akan berhasil apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
mempunyai komilmen yang tinggi tentang arli dan makna dari
pembangunan yang berkelanjutan, untuk itu diperlukan kesadaran dan
partisipasi dari semua elemen masyarakat dan pihak terkait untuk
memanfaatkan potensi tanah pertanian sebagai sumber daya alam yang
stategis guna meningkatkan produksi pangan. Diharapkan secepatnya
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap
masyarakat di pedesaan akan pentingnya potensi tanah selain untuk usaha
pengembangan perumahan.

Perlu adanya ketegasan dalam upaya pengawasan, pengendalian, dan
koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi terkait serta
membatasi peluang terhadap investor untuk mengembangkan perumahan

diatas tanah pertanian di Kabupaten Klaten
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. Badan Pertanian Nasional diharapkan lebih proaktif dalam upaya

pengawasan dan pengendalian ferhadap pelaksanaan perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, yaitu dengan melakukan
koordinasi antara semua sektor dan pihak-pihak terkait dari kalangan

pemerintah,dunia usaha atau pengembangan dan masyarakat.
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor . 070/3000 Yogyakarta, 07 Mei 2007

Hal * ljin Penelitian Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Ka. Bakesbanglinmas
di '

SEMARANG

Menunjuk Surat

Dari - Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta

Nomor C 0319V

Tanggal 3 Mei 2007

Perihal ljin Riset

Setelah mempelajari rencanal/proyek statemen/research design yang diajukan oleh
peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada : -

Nama - ARMIDA WILLIASTUTI
No. Mhs. © B001/H

Alamatinstansi -, \rican Baru 28, Yogyakarta
PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN

DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006
DI KABUPATEN KLATEN

Judul Penelitian

Waktu , : 07 Mei 2007 s.d. 07 Agustus 2007
Lokasi ' Kabupaten Klaten - Propinsi Jateng _
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah

setempat.

Kemudian harap menjadikan makium.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY {sebagai laporan);

2Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan;

4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BADAN PERENCANAAN DAERAH .
( BAPEDA)
Jalan Pemuda No. 204 Gedung Pemda Lt 2 Telp, (0272) 321046 Psw 314 - 318 Faks 329736 -
' " KLATEN 57424

SURAT [JIN PENELITI’RNISUR_VEY
Nomor: 072/ 142 | 11 M1~

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang

Pembentukan, Susunan Orgamsas: dan Tata Ketja Badan Perencanaan Daerah
- Kabupaten Klaten
2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kab. Klaten
3. Surat rekomendasi ijin dari ...Dekan, Faka Hukum Unive Atma Jaya Yogy akarta

....................................................................

Tanggal : 18 April 2007 Homor : 0241/7

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupatj Klaten, memberikah

-ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Armida Wiliastuti

Nama' ............................................................................................
PekerjaanlMahaslswa JAtma Jaya Yogyakarba e
Alamat :...K?h‘?ﬂ@!&?ﬁ@z.é@l@?%?}}r..:?‘?.d.% ..............................................
Penanggungjawab . : ...Dv Krismantoro, st MHum L. N
JuduVTujuan - .. "PELACSASMIT PEAUBARAY PINGOUIAN TAVAK PEATAUTAN KB HON 22743
..... UNTUK TENPAT TTNCOAL SETELAH BERLAKUIA PERATURAN DARRAY ."%E".WG
L RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KAB, KLATEN "
Lokasi :....Ketupaten Klaben . .......ccennn. R . S :
Lamanya = - E .;..1"&@3..5.*9..57.4311!-..2.097......: ................ sl RPN

‘ Dengan ketentuan sebagal berikut : -

1. Memberikan hasil penelltlan/survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar

2. Sebelum melaksanaan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat

3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelltlanISurvey ini dltanggung sendiri’
oleh pemohon

Demikian untuk ménjadikan ma_klum dan gima seperiunya

Tembusan Surat ini dikirim Kepada : - Klaten 2 liel 2007 .

1. Kekan Kesbanglinmes Kabupaten Kiaten \n, BUPATI KLATEN

2. Ka. BPi Kabupatea Klaten : Ia’Badan Perencanaan Daerah
3, Ka. DPU Kebupaten Llaben ' S, @e & aris

Le Koo DIPEKTAN & KP Kab. Klaten -

5, Ke. BAPEDA Kabupaten Klaten

pROMN rs
, p-qsrxcﬂ“‘*' s i/

6. Kabag Pemerintshan, Setda Keb. Klaben !

7+ Camab Jedi S \“---..

8, Kepala Desa Glodogan RN SN

9. Kepala Desa Gadungan . Pembina Tke I

NIP. 500 082 624

10, Camat Ceper . -
v 11le ecevesceses lihat Sebalﬂmya



PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JI. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Nomor :

Sifat

Lampiran :

Perihal

Semarang, 8 Mei 2007

KepadavYth.

1. KA BPN PROVINSI JAWA TENGAH
DI SEMARANG

2. BUPATI KLATEN
Up. KA KESBANG DAN LINMAS

Di -
KLATEN

070/640/V/ 2007
Biasa

komendasi

. Menunjuk surat dari : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal . 7 Mel 2007

Nomor : 070/ 3000

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Armida Williastuti

Alamat : J1. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judui :

“ PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006
DI KABUPATEN KLATEN *

Penanggung Jawab : D..Krismantoro, SH M.Hum.

Peserta 8o
Lokasi : Kabupaten Klaten
Waktu . : 8 Mei s/d 8 Agustus 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang
berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan makium




BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang (50136) Tlp. 8310388 - 8310389 Kotak Pos : 1226 Fax: 8310392

Semarang, 8 Mei 2007

Nomor : 050.7/49/33/2007 Kepada:
< - Sifat : Biasa : Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
‘4 . Lampiran : - Kabupaten Klaten
Perihal  : Tjin Riset di-
An, Sdr. AR‘MIDA WILLIASTUTI . KLATEN

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa
Tengah tanggal 8 Mei 2007 Nomor : 070/640/V/2007 perihal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa :

‘Nama : ARMIDA WILLIASTUTI
NIM ' : 96/05/06001 |
Universitas / Akademi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Bermaksud untuk mehgadékan research / survey pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten dalam rangka mengadakan penelitian dengan judul :

"PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2066 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN

Sehubungan dengan itu, pada prmsnpnya kami tidak keberatan dan
kepadanya supaya diberikan petunjuk / penjelasan seperlunya, dan Jawaban serta
petunjuk-petunjuk dari Saudara supaya dibuat secara tertulis.

: + Kemudian setelah selesai supaya membuat laporan yang dnketahux oleh
Saudara selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan tembusannya
disampaikan kepada kami,

Demikian untuk menjadikan periksa.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

: P A TENGAH
- - -] a 4 A{J‘SAHA_.
-
+# | KANTOR WILAVAH
o -
% ©
SN.MKn
068 00

Tembusan :
Yth. Bpk. Kakanwil BPN Prov. Jateng (sebagai laporan)



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SURAT KETERANGAN
Nomor : 050.7/ 41§ 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama ' : YUNI ANDRIYASTUTI, SH
NIP : 750 005 011
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I /1IIid
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten.
Dengan ini menerangkan bahwa
Nama : ARMIDA WILLIASTUTI
NIM :96/05 /06001

Universitas/Akademi : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Izin Research dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi
Jawa Tengah Nomor : 050.7/49/33/2007 tanggal : 08 Mei 2007, telah mengadakan
penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, dengan judul

“ PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006
DI KABUPATEN KLATEN ” '

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Klaten, 20 Juni 2007

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Veteran No. 88 Klaten, Telp. (0272) 324534, 321983, Fax. 321172 Kode Pos 57401



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INAS PEKERJAAN UMUM

1. Sulawesi No. 26 Telpon 321301 — 321823
KLATEN Kode Pos 57413

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 072/ 1025/ 19

Yang bertanda tangan di bawah ini : -
Nama : TARSONO, BE
NIP. : 500066891
Jabatan : Kasubag Umum dan Perlengkapan DPU Kabupaten Klaten
Meneranglmn'bahw# :
Nama : ARMIDA WILLIASTUTI

Pekerjaan  : Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jurusan Hukum Agraria. -
Alamat . J1. Tutul 20 B Papringan Yogyakarta

Telah datang ke Dinas Peketjaan Umum Kabupaten Klaten J1. Sulawesi No. 26 Klaten
pada tanggal 2 Mei 2007 untuk melakukan Penelitian guna kelengkapan data Skripsi
dengan judul » PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

'PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK -TEMPAT TINGGAL SETELAH

BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
ILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KADUPATEN KLATEN

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mesﬁnya.

Klaten, 2 Mei 2007.

An KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KEPALA BAGIAN TATA USAHA




- PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

JIn Perintis Kemerdekaan Km 3 KLATEN Telp. & Fax (0272) 326206 - 325200 Kode Pos 54738

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 050/ /18

. Yang bertanda tangan di bawah ini :

~ Nama : Drs. TRI WURYANTO, MM
- NIP : 010 181 663 _
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

-1

. Menerangkan bahwa : _
" Nama : ARMIDA WILLIASTUTI

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jurusan Hukum Agraria
Alamat : Jin. Tutul 20 B Papringan Yogyakarta

Telah datang ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, Jin. Perintis Kemerdekaan
- Km. 3, Klaten pada tanggal 2 Mei 2007 untuk melakukan Penelitian guna kelengkapan data Skripsi
dengan judul : PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KABUPATEN
KLATEN.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

K o :
ase Dy, KEPALADINAS
ARAG TATA USAHA

by / "‘
A\ - W\:\ &
4 7 BusTRI WURYANTO, MM

RS R

Pembina .
NIP. 010 181 663



Nomor
Lampiran :
Perihal

' PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
~ J1. Dr.Rtg. Suraji Tirtonegoro No. 136 Telepon (0272) 321074
KLATEN - 57421

072/ 367 /313 | Klaten Selatan 09 Me1 2007

1 (satu) lembar
Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Penelitian/survey. Kepada

Yth. Sdr Kepala Desa Trunuh
Kecamatan Klaten Selatan
di KLATEN SELATAN

Memperhatikan surat Kepala Bapeda Kab Klaten No.072/142/11
tgl 02-5-2007 perihal pemberitahuan tentang pelaksanaan penelitian/survey.
Dengan ini diberitahukan bahwa di wilayal saudara akan d11aksanakan Penelitian
/ Survey yang akan dllakukan oleh :

Nama - : ARMIDA WILLIASTUTI

Tempat / tgl.lahir : Klaten, 05 September 1977

Pekerjaan : Mahasmwa ATMAJAYA Yogyakarta

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat tempat tinggal : Dk Kebonduren Rt 31 RW 13 Ds Kahtengah
Kecamatan Wedi
Kabupaten Klaten

Penanggung jawab : D. Krismantoro, SH.,M.Hum

Judul /Tujuan : Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian

ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Setelah Berlal
Peratyran Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya
Nomor 4 Tahun 2006 di Kabupaten Klaten

Lokasi : Desa Trunuh Kec Klaten Selatan
Mula i . ¢ Mei s/d Juli 2007
Dengan ketentuan

1. Memberikan hasil research/p;nelitian/survey kepada Kec Klaten Selatan.
2. Sebelum melaksanakan tugas harus menghubungi Kepala Desa/K1 setempat.
3. Seluruh beaya ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian ﬁntuk ﬁ;enjadikan periksa dan guna seperlunya.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Dckan Fakultas Hukum Universitas ATMAJAYA Yogyakarta.

'2. Yang bersangkutan.

3. Pertinggal.




)

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN

Surat Keterangan
No. 145/12/VI1/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suko Samsu Budi Harto .

Jabatan : Kepala Desa Trunuh Klaten Selatan

Menerangkan bahwa:

Nama : Armida Williastuti

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jurusan Hukum
Agraria

Alamat : J1. Tutul 20B Papringan Yogyakarta

Telah datang ke kantor kepala desa Trunuh Klaten Selatan pada tanggal 09 Mei 2007
untuk melakukan penelitian guna kelengkapan data skripsi dengan judul *“
PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KABUPATEN KLATEN". j

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 09 Mei 2007

Kepala Desa Trunuh
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Keoada _ .
: 590/11108/8J. ~ ' ' Yth, Semua Gubenur Kepala Daen
Edaran. - : - Tingkat T ' ‘
i:?ggin;ErE:EiQnPe?tanian © 9L geluruh Tndonesis

Sehubungan dengar adanya lauoran tentang ‘Studi-Perubahan’
Tanah Pertanian ke Non Pertanian oleh Departemen Pertanian de
1g. usat Pengéwmbangan Ag*ibisn*s pada bulan Agustus - 1984,
laporaﬂ mana mensinyalir terjadinya Derubahan tanah pertanian
" ménjadl tanash-non-pertanian terutama di Pulau Jawa, maka‘saya

mlnfa\:n pernatian Saudara untuk.segerg :l '

1, Melaksanakan koordinasi antar instansi Pemerintah di wila-
yah Séudara, agar kerja sama ditingkatkén dan sedapat mun&'

. kin'mencegah terjadinya perubahan penggunaan tanah pértang‘
an ke non-pertanian, sehingga tidak‘mehéganggu usaha pe-
ningkatan produkéi pangan yang telah diusehakan selama ini

<2, Mengidstruksikan kepdda'Badan Perencenaan Pembangunan Dae-

‘ran ( Baooeda ) untuk melzisznakan inventarisasi yang teli

ti tentang status penggunaan .tanah pértanian yang fubah

menjadi ‘tanah non ‘pertanian, inventarisasi mana diddasarkan
atas data—daté dari instansi yang berkaitan dengan'mésalah
tersebut, seperti instansi- instansi Agréria Pertanian, Pe-

keriaan Umum ( Tata Kota dari Tata Daerah ) serta dari kan-_
tor Ioadq setempat ' '

-

'

3, Menginstyuksikan ,........



T
-«

Menginstruksikan»langsung-Répada instansi-instansi terse-
but pada butir 2 di atas, untuk mengadakan monitoring atas
tanah pertanian produktip dan perubahan-pefubahannya men-

" jadi tanah non-pertanian, ﬁonitoring_mana diiaporkan per

triwulan atau semester dan dlsampaikan kenada Gubenur Ke-

pala Daerah Tingkat I c. q. Badan Perencanaan Pembangunan
( Bappeda ) Tingkat I

. ‘ e

4, Yenerbitkan Peraturan Daefah ( Perda ) yang‘éesuai dan se

jalan dengan Peraturan/”erundangan yvang berhaku, yang ber

kaitan dengan penggunaan tanah pertanian in;, Perda mana
berisikan secara terperinci

‘a, PengawaSan yang ketat atas nerubahan tanai pértanian

menjadl tanah non- pertanian

b. chegah sedapat mungkin terjadinya pengurangan produk-

si pangan karena adanya perubahan tanah pertanian men-
Jadi tanah non-pertanian yang *idak danat dihindarkan,

[cP Mengimbangi Dengurangan tanah pertanian dengan pensngan

" an usaha ekstensifikasi. yang lebih terarall dan sungguh
sungguh dengan memnerhatikaﬁ .1 luas arealitanah,}kuaii

' tas lahan, sarana dan prasarana yang mendukung 'sektér
nertanlan tersebut

3 Mengadakan penyuluhan-uenyuluhan kepada para pemllik dan

penggarap tanah pértantan di wilayah sentra—sentra produk

st tentang

a. Pencegahan penurunan produksi_pangan.yang diakibatkan;

*  tanah pertanian diterlaﬁtaﬁkém diperjual- belikan, di-
alihkan di bawah tangan, digadaikan dan Derbuatan -per-’
buatan yang tidak bertanggung jawgb

"b.. Penggunaan pupuk, insektisida serta peneriapan teknolo-

gi pertanian yang mudah diserap para pemilik/penggarép-
tanah pertanian, di dalam mengusahakan perbaikan kesu-
buran tanah dalam rangka intensifikasi pertanian’

e. Pelestarian taﬁah pertanian dalam'rangka Eatur' tertib

pertanahan serta himbauan agar lingkungan hidup di dae
rah pertanian ini dapat dijamin kemurniannya.

e vy s

6, Memikirkan ...,



6 Memik:.rkan dan me'xy:xapkan 1angkan-1=.ngx\an kemunokinan pe‘
nyaluran tenaga kerja pertanian ke nonnpertanian di. da-
~lam hal. tanah pertanian- dijadikan tanah non—pe'rtanian se

: ;-,'"_'; ~ '--~pert" Zindustri’ dan- sebagam_ya

o - . 1

N .Di dalan hal terj adxnya perubahan tanah Dnrtanztan men-

<;f:jadi tanah nonapertanlan yang tidak dapat dielakkan .dan je-
‘las—_je.las mempencraruhi produksi pangan, kiranya Saudara se~
gera mengambil langkah-langkah kebljaksanaan untuk dapat me
ngatasinya serta segera melaporkannya kepada saya.

Demik:.an untu‘c d:.makn:znl uerta mendapat perhattan Sau-.-
dara seoem_‘my _ S : . '

@EEEI DALA.M NEG:;R

2
] '
s 3. Sdr,Menteri Keuangan di Jakarta '
3 . - L [ L
‘=2 4, 3dr.Menteri Negarz Perencanazan Pcmbangunan ,
X ~ iy - o CE
-E Nasional di Jakarte, . : e
' 5. 534r.Para 3ur. KDH 4
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-bagaimana terlampir. .

Texr 500ut 2, untuk : - S S

“se en

edua
0. Hehbantu Bupcvi/NaliPotnnadyﬁ'ﬁébala'Dnyrdh
Tingkat II. se Javo iCnrah dplnm ranb:a mely”

-

— o kan Inatru?s ini.

- b. chgeluurkan Pc sunjuk 1 “cknis,{admini'tr el

.

- S " : pemblayaan sesuzi dengen Perauh‘an yung bL*

L ® Ketige : ,Ternebut 3,.me}a wkan pengewe san-atcs Uelnden
' lnat:UaSi ind. ‘ ‘

\ecmpat

o MY Pe 1ak$anikan dengan sebaik - beilya.-

Instru¥si ini bcrla W sejok ditetapken dun agoar
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Menteri Pekerjaon Umum ¢i Jakaota. o -
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saudarea Kebalo Inspektorat Ullbyah nrovin.,l Jﬂua-
Semereng..

-,

torat ﬁgraria Propinéﬁ_Jéw34 

Wieyah Dcp rtemcn Pﬂrta

16. Saudzre Kepala Xantor Wilayzh Uepavtemon Pc erja
en Unum di Semarang. | )
- 3
17. Seudara Pemdbentu Gubkernur se Jawa Tengeah. h :
18. Saudara Kepzla Kantor Lgraria Kabupeten/Kotamadya < -
s¢ Jawa Tengah ., ' &
1%, Szudare Kepale Eire fukun Yemda Tingkat I
- Tengah di 5emarang
20. Saudare Kepzla Bagien arsip dan LuDGdl%I
Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
. : +
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,#' . : PLTUNJUK PBLAKSANAAN PENCF GAILAN PLRUBAHAN TANAH

PERTANIAN KE NON PERT&NIAN YANG TIDAK TERKENDA-- 7 .
LI DIPROPINSI DAERAM TIVGKAT I JAWA TENGAE'_TFE”_' "

Sy e

a

A AR AN

T

1. MAKSUD DAN TUJUAN -

-

!Usaha nenccgahan porubahan tnnnh pertanian ke non pertanlnn yan
'cldak tcnkendalikan mempqny¢L maksud dan tujuan aga r usaha Peme
rintnh'bdiamn‘ini dalam meningkatkan produksi pértanian tidak
ccrgmnggu dengan . adanyg peéngurangan lahan pcrtanlan yang' tida
'terencanm deng1n matang dan mantap. ; , '
Pembangunan memang memer lukan tannh,.nnmun-untuk'keperluadfpémb
;? "nﬁunan tersebut"dipcrlukan pcromﬁanqan pﬁnggunaﬁn'tan1h yang 3
dapat mungkin menghindari penggunaan Lanah pertnnlan bagi. pemba
.;ngunan plSlk aepcrti perumuh1an 1ndustr1 dnn -asa.

*

.IZIN PFRUBAHAN TANAH PERTANIAN KT NON PPRTANIAN

+ :
AT oetlap perubahan tanah pcrtanlan ke non pcrtanian, harus -dé

" e ngtn izin dari : ! ot Lo

a1 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Kopala D
rcktorat Agraria bmgl twnmh yanv luasnya lcblh dari 10. 00
m2 - .
.4 b, Dupmtl/Wallkotamadya Kepala. Dierah UdUl Lanah yang luasny
.10, 000 m2 atan kur1nr

2 Dnlmn rmngk¢ penye]cs¢11n poxmohonan i.xn Pﬁrubnhan Tapah Pe
'L1nL1n ke Non Pertanian, harus mvmpvranLkan Pcrt1mbang1n da
-ri Panitia Pertimbang1n Perubahan Tanah PPrtanian ke Non Per
‘tanian yang dibentulk oleh Dupmt1/W111kotam1dya Kepala Daerah

-3, Khusus pemberian izin Perubahan ‘Tanah Pertanlan ke Non Perta
é - .fnian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dipe
N 1ukan'Rekomendasi dari bUpati/Walikotamhdya 'Wepala.Daerah
. .yang dibuat berdasarkan Pertimbangan dori baﬁitia Pertimbang
“an Perubahqn Tanah Pertanian ke Non Peptaniaﬁ.' ‘

o

4, Shsunan keanggotaan Panitia Pcrﬁﬁahan.Tmnah Peftanfﬁn ke Noi
' Pertaninn Kabupaten/Kotamadya. Darrlh Tinrk1t,II upbaral bPrl

<

icut

Kepala . .o..... e

=
.

T




~

“f\;ff;_-w d. Ketua BAPPEDA sebagal anggota ;-

13

~a. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ke--
ST tua mcraugkap anggota | ' o '
%?b- Kepmln Baglan Pcmerlntmhnn scb1g11 W¢k11 Ketuu mcrang

kap scb1gwi angroca

&If"-  R0 Scorang: staf Kantor ﬂbrirlﬁ K1bupntcn/kocamadya scba~ f L'

gai Sekretaris bukan- anggota ; o v

é; hepala Bagiad hukum dan Ortalausebaga1 “uggota P

Bo hepala Baglnn Perekonomlan sebagai, adggota'; .

?g. Kepala, Cabang Dlnns Pert1n1nn Pungan sebagxi anggota
“tidak tetap. )

h Kepala Seksi Pengalran scbagnl anggota tldak tetap A

-;. Kepala Cabang Dinaa Pe1knbunan seba gal anggota tldak

! e ‘tetap - Cw , .

¥

:,~.5. Tugas pokok Panltia Pértimbnngau Pcrubahan Tannh Pertanl'
an ke Non: Pcrtmnlan tcr¢ebuL adalah mcmbantu Bupati/Walil’
‘kotamadya Kepala Daerah dalam menyalesamkan permohonau -

Ry :”xzin Perubahan Tanah Pertanlan ke Non Pe*tanian dengan -
é}- menwalkan bahan-bahaa pertlmbangan tentang tanah yang -
#° - . dimohon, sebagai hasil kegiatan-kegi« Lmn S

By - ,a. Pcnelitinu secara admlnistratlf atas, pcrmohonan izin'

' 'b. Pembabasan- oembahasnn dengan mcmpc1hatikan :
1. Fatwa Tata Guna. Tanah. =~ ' _
2. Planologi Kota/Daerah ﬂ!hususnya Pereqcanaan Pengem
: bangan Ir*gasi (Koordinasi dengan Iustansi terkait)
e "'3. Peraturan Pcrundang undangmn/ketcntump—ketentunuu-
yang berlaku ; e :

C -c. Mengadakan peninjauan lnpnngan dan ‘awmﬁbifa deng1n -
'._  : pcmohon yang‘bersangkuﬁan khu susnya yang menyangkut
“status tanah, keadaan pisik tanah d n liqgkungan bi- .

% dup sek1tarnya, i o S )

%: 6. Pert1mbang1n darl Panltla Pertlwbmngan Perubahan Tanah ;
%f .Pertan11n ke Non Pertanian dlpakai Juga sebagai " bahan

3 o
AR pertlmbnngan BuoaLL/Wu]1k0L¢maLy¢ Kep&la Dacrah unlam -
.; ’ .:angka pemberian Rekomendasi atas pcqmohqnan 131n loka-
%' —: si dan pembebasan taﬂah untuk'kepcfluan pegusahaan,l.

2 7. Permohonan 'izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Perta-
i? ' nxan danuknn dcngxn cara mcnglsl formulir yang terse-
5‘ dia di Kantor Agraria habupntcn/komewdya setempmt di -
%.# se1L¢1 keléngkapan uchngal lampiran, yang ;grdl. dari;
l’é n. Tanda i ttatin
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i
b
|
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|
i
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|
i
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|

Tandu bukti pemilikan/pengparapan gnnnh ;

Reneani pengrunaan tanah ying terperinci 3
Surar pcrnyatnan untuk mcnnpunnkmn tanah yané sesuai de

ngan pcrmohonannya ywnw 01buat diatas kcrtaS‘bermctera1

-scharga Rp. 500, -

r

- Bahwa segala biaya yang:timﬁhl akibat nenyelesaian permdhéf

4banknn kepada bemohon.~

‘nan. ij¥n perubahan tunah pertanian ke non pertamdan, dibe-

PENGAWASAN /MONITORING .

ii‘

Bupati/Walikotamacdya Kebnlh“Daefnh melakukan pengawasan-

Lterhadap terjadimya atau 'kemungkinan cerjadinyd peruba~

~han tanah pertanian ke non pertanian di-daerahnya seca-

ra. koordinatip den ngan Instansi-instansi Pemerintab yang’

ada di - daerahnyw.

L

- Bupati/Walikotamadya Kepala Dueruh'CqQ fepala Kantor -

Agraria Kabupaten/Kétammdya selalu mnmonifor . melakukan.

'pendataan terhacap pclaks1naan izin Perubahan Tanah Per

tanian ke non Pertanian deng¢n cara _

a, membuat peta lndck lokasi’® pcrub¢hdn penggupaan Lana
habupaten/Kotamadya ; a0 ol

b, Memctak an loka i tanah- Lan ah yang audah berubah penb;

gunaannya pada peta necamatan;}

Vc.'mclaporkan ‘perubahan penfgunaan tanhh kepmda

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. ..
Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa 1engah . o
. Kepala Dlrektorat Agraria Prorinsi Jawa Tengah

(8

. Assisteii I Sekwilda Prop1n51 Jawz Tengah ;

N |

Bubati/Walikot#mddya'Kepnla'Daerah.

GUBERNUR, KEPALA DAERAK' TINGKAT -
PR IR CRENGAN T T
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PETUNJUK TEKNIS
INSTRUKSI GUBERNUR

No. 5307107 /1985 Tanggal 25 Marel 1985

3

PEMERINTAH - PROPINSI DAE RAH TING;{AT 1
' JAWA TENGAH .

DIREKTORAT AGRARIA *




PEMERINTAH PROPINSI+ DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
DIREKTORAT AGRARIA |
SEMARANG

¥ Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 5.3 Telepon Nomor @ 26580 - 26594 . ?.IGGM . 26627 Kotat, Pos Mamqnr . 22

k Nomor : 590 /WG/C‘?AU—

3 }Semarang{Zﬁ Juni .1985
; Lampiran : 1 (satu) berkas). :

Perihal : Petunjuk Teknis; ) K e p ada:
Instruksi Gubernur: ' « o
No. 53%0/107/1985.. Yth. Sdr. Bupati/Walikotamady

3(cpala baerah Tingkat I
50 = '

.t JAWA - TENGAH.

Berkegéan'dengan Instruksi Bapak Gubgrﬁur“xepalé
Dacraly Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Mdrét 1985 Nbr
590/107/1985 ‘maka demi lancarnya pelaksanaan diminta}
perhatian Saudara terhadap petunjuk teknis pelaksanaan
Instruksi Gubernur dimaksiid $ubagai berikut = ¥

J

1. Keterangan Umum. /

1.1. Yang dimaksud dengan tanah pertanian pada Inst.
'si Gubernur Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Mare
1985 ialah tanah yang digunakan untuk usaha pe
nian dalam arti mencakup persawahan, hutan, pe
kanan, paerkebunan, tegalan, padang pengembalasz’
dan semua jenis penggunaan lain yang lazim dik
kah sebagai usaha pertanian,

1.2. Untuk menempatkan penanganan ke dalam fungsion

maka seorang staf Kantor Agraria Kabupaten/Kdt
dya yang duduk dalam panitia Pertimbangan Peru
. an Tanab’ Pertanian ke Noh Pertanian pada Instr
si Gubernur Nomor S90/107/19§5ltanggal 25 Mare
1985 sebagal sekretaris bukan énggota ditetapk
adalah Kepala Seksi Tata Guna Tanah pada Kante
Agraria setempat. '

1.3. Jika Daerah rererliukan, Camat dan Kepala Dasa/
pala Kelurahan sebagyal anggota tidak tetap dar
Panitia dimaksud, dapat ditunjuk atas surat kc

L8

' tusan Bupati/Walikotamadya Daerah TK.II yano bt
> ‘ }

sangkutan. L

b 2. Tata Cexa Perherian Tjin. ;

Adapu
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Adapuon Lala vara pombevian idin c rubahan }\L‘l\\[¢7lr

Tanah Povianion ke Non Pertanian d iatur sebagal -

berikut @ (skoema Lamnpilean 6) .

2.1.

g P

2.3.

’

2.4.

2.5,

Pemohon mengajukan permohonan ijin perubahan penc
gunaan Lanah pertanian ke non peitanian kepada B
pati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II seten
pat lewat Kepala Kantor: Agraw. a dengan mengisi © -
formulir permohonan dan pesnyataan yang telahidic
sediakan. di Rantor Agraxnia mawing—manlng rangkap
3 (tiga). (contoh surat pcxnyaLaan dan permohon-
an lihat lampiran 3 dan 2).

Pada saalt” merigajukan petmohonan,ﬁmaka pemohon su-

dah membayax biuya untuk kebutuhén antara lain :

- Pembelian blanko/pcnqctlkan/pcmbukuan/adminls -
Lrasf."' -

- Perjalanan/Lransport Panitia dalam pcmcriksaan
tanah ke lapang. f

= Hnnornxigm.sigang, peninjauan lapang Panitia.

(besarnya biaya terscbul dapat di}ihat-pada butir

pembiayaan) .

Selambat-lambatnya enam hari setélah menerima per
mohonan -dan telah membayar biayaisesuai butir 2.2.
diatas maka Panitia melakukan sidang dan pcmcrik-
saan tanah yang dimohon ke lapang.

Dua hari setclah dilakukan peninjauan lapang se -
perti buliyx 2.3. diatas malka- Berita -Acara Hasil -
Pemer lksion lapang” sudah harus diajukan kepada Bu
pati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setem
pat.'(lihat lampiran contoh 3 meﬁgenai Berita Aca

ra Pemeriksaan Lapang). 9

Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panif
tia Pertlmbangan Perubahan Penggunaan Tanah Perté
nian ke Non Pertanlan dan Fatwa Tata Guna Tanah -

yang diterbitkan Kantor Agraria' setempalt, maka Bu
4

(Jpati/Walikotamadya ...
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3.

Pembiayaan.

pati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tifgkat TI menge
Juarkas Hurat Kepubtusan tentaoong diterima altau ti-
daknys permohonan tersobul dan atay memberdlkan re
komendasi kepada Gubernur Kepaln Déerah Tingkat I
Up. Kepala Dirckbtorat Agraria y g kewenangannya

sesuai dengan luas tanahnya j da Propinsi.

Surat Keputusan dan‘ﬁekom' $ir yang scbagaimana

tersebut pada butir 2.5. sudah diterlbiltkan selam—
batnya 3 hari sesudah Berita Acara-ﬂﬁmaksud telah
diterima Bupati/Walikolamadya kepalﬁ Daerah Ting
kat LY setempat dengan memakai bentuk sesuai lampi-

ran 4.
Selanjutnya dua hari setelah Surat‘Kepuﬁusan dite
tima oleh Panitia Pertimbanan Perubahan Pengguna
an Tanah, "maka sidah dikirim*sufat“paﬁggilahvkepé
da pemohon, mengenai keputusan ata$ permchonan -

ijin perubahan penggunaan’ tanah (surét penggilan

lihalt lampiran contoh 5).

Sambil menunggu peraturan darxi Pusgt atau dari . -

Instansi yang lebih tinggi pembiayaan:tentang perubah-

an penggunaan tanah diatur sebagai,berikut :

3.1.

Ketua, Wakil Kctua, para angéotagdén Sgkrétaris -

“Panitia Pertimbangan Perubahan Peuggunaan  Tanah

Pertaniait ke Non Pertanian apabila mekaksanakan -
peninjauan lapang maka mcmperoleh honorarium yang

besarnya Rp. 2.500,- per orang.

Perjalanan/transport pulang pergi setiap:anggota-

panitia diatur berdasarkan jarak Qé}i Ibukota Dae

ralh Tingkat II .sebagai berikut : . .

- Jarak sampai 10 Km d&ri Ibukota Daerah Tingkat;
11 Rp. 2.000,; o

- Jdrak 10 - 25 Km dari Ibukota Daerah Tinjkat II
Rp. 2.500;~-

.

< Jarak ...i.ene..
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3.3.

- 4 - ;

- Jarak lebih 25 Km dari Ibukola Daerah Tingkat II
Rp. 3.000,- ‘

Admlnlatlaul unLuk b]anlo/pcngoL:kan/pcngieran -

copy pet ~Xselbldp satu permohonan.

4. Monitoring dan SangSi. .

4.1.

» -
Semua perijinan pembangunan f 3ik diatas tanah =
pertanian harus didahuluiiuaduanya ijin perubahan -

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian,

’

Adanya perubahan penggunaan tanah:pertanian ke =
non pertanian, dilaporkan sgqpra.herkald setiap -
triwulan oleh Kepaola Kanlor hgraria sesuvai lampi-~-
ran QUQFL Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 ,

(lihat lampiran contoh 7).
' A oY
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II wa-

jib memberi teguran baik lisan agad‘tertulis jika
terjadi perubahan penggunaan tanah'yang tidak me-
lalui prosedur yang diatur oleh Surat Instruksi -
Gubernur Ncmor 590/107/85, tanggal 25 Maret 1985
dengan petunjuk teknisnya. '

Apabila dalam waktu satu tahun setelah diterbit -

kan:Surat Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan Ta-
nah'syarat-syarat dan ketentuan wyang dicantumkan

" dalam Surat Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan -

5. Penut u‘Q;'m"

‘anah Pertanian ke Non Pcrtanian tldak dilaksana-
kan maka ijin dlmqk sud batal kaxena hukum. -

»

5.1.

Dengén dikeluarkan Surat Petunjuk Teknis ini'mak
Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Te
ngah tanggal 28 Oktober 1977 Nomor DA/37/LB/77 .
tentang perubahan status pcnggunaan tanah dlnyat
kan tidak berlaku

Petunjuk -teknis ini dikeluarkan sesuai dengan Ir
truksi Gubexnur Kepala Daerah Tlngkat I Jawa Tc

ngah Nomor « .
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Tembusan untuk Yth. : -

‘ngah Nomor 590/107/85 dan berlaku - sejak dikeluar-
kannya surat ini, dengan catatan &kan diadakan pe
rubahan dan diL\anu Pombalx qcbagaimdna mestinya,
bila dijumpai kckellxuan dan atau- penyempurnaannya

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT X

Kepala Direktorat Agraria ProplnSL
Jawa Tengah,;

]

N .{Or) 5 ._". '-u\. 9
Bapak Menteri Dalam Negeri ~ RS —
di Jakarta. C%\\V\ '
Bapak Menterl Keuangan ¥ .. A

di Jakarta. U "0 A by -
Bapak Sekretaris Jenderal . Jﬁ;f- Iy 0022335 D
Departemen Dalam Negeri di- Jakaré&f é&#\k\\ ‘ N~
Bapak Direktur Jenderal Agraria \ Jﬁmm\‘“(-" - K
di. Jakarta. : :
Bapak Gubernur Kepala Daerah TingKat I Jawa Tengah
di Semardng.

Saudara Ketua DPRD Tingkat I.Jdwa Tengah A

.di1 Semarang.

Saudara Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.Jawa Tehgah
di Semarang.

Saudara Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengal ' ﬂ
di Semarang.

Saudara Kepdla Inspektorat Wilayah Daerah Tlngkat I Jawa Tengah
di Semarang.

Saudara Assisten I SEKWILDA Tingkat I Jawa Tengah
di Qemarang.

Saudara ‘Assisten II SEKWILDA Tingkat I Jawa Tengah
di Semarang.

Saudara Para Pembantu Gubernur se Jawa Tengah

Saudara Kepala Biro Hukum SETWILDA Tingkat I Jawa:Tengah
di Semarang.

Saudara Repala Bagilan Arsip dan Ekspildisi SETWILDA Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang.

Saudara Kepala Kantor Agrarla Kabupaten/Kotamadya se Jawa mcnnah.
Pertinggal.
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PENGOUNAAN TANAE PERTARIAN X3 30N T
PERTANIAY

BUPATT KEPALA DAERAR TTHOXAT IT KLATEN

bahwa lajunys prosos pembangunan devnss ixdi texnysta

nandgrang
torjadinya wmmmmrmhmrmw&
an §

maumwmquWMbbmw
nehan diperluksn sdanys penatsan/pengatizen tenting pexubaban
aumpmmrmrmhmrum

bohua selubungan halehal torsedut suf & dan b mm.upm-.
Penggunoan

dang poriu membuntuk Panitis Pertinbangan Perubsban
Tennh Pertanian ko Fon Pertanisng

bahwa dongan diberlakukannya Petaturan Dmoh Kabupaten Dasyah
Tingkat II Flaten Nomor 10 Talun 1992 tentang Susunsn Organiesn
0l dan Tota Korja Sekretariss Wilsyad/Dasreh dan  Hekretasiat
Deusn Perwakilon Relgrat Daorsh Xatupaten Dasrsh Tingkat IT Xin
tony meka Keputusan Bupati Xepels Dasrah Tingkat IZ Kisten -
tanggal 15 April 1988 Nowor $90/0349/1988 mm Penbantukan
Panitia Portimbangon Peyubahan Penggunban Tansh Pertsuien ke
Non Portanian dipandang tidak sesuai legi dom ohh kaponn 4t
parlu dicabut untuk kamdun ditouphn dengsn Kommau - yong
bam;

" bahwa berdasarkan hal~hal maomt ot u.'b.o dand  distas
porlu ditetapkon dengen Keputusan Bupati Xepala Dasrahs

Undang=undong Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukhn  Daerah
Dasrah Ksbupaton Dalam Lingkungsn Propinsi Jewa Tengshp -

Undarg-undang Nomor 5 Talun 1960 tentang Persturan Dasay Pohok

Agraria

umm«-mthg Nonor 51 Prp Tabua 1960 tentong anpgan Pempliag
an Tansh Tanpa izin yang Berhak Atss Kuopsnys §

Undang-undang Nomor 56 Prp Talun 1960 tentang Penatapan  luss
Tanah Pertanian §

Undang-undang Nomor 5 Tabun 1974 tentang Pokolmpolok Pamerin -
tahan i ‘Dasyaby

Undeng-undang Nomor 4 Tatun 1982 mmnmmdmmw :

Pakok Pengelolaasn Iinglungan Hidups

Undang-undang Xomor 12 Talun 1992 tontang Sistim Budidoyo

- Yanaman

8, Undoayigwsscecerse
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Undang-undang Nomor 34 Talun 1992 tentang. Penatasn Ruang 3

. 9+ Peraturan Pemerintsh Nomor 6 Talmn 1988 tentang Koordinaai Kew

‘glatan Instansi Vertikal di Dasrah j

10, Keputusan Presiden RI Nomor 26 Talmn 1988 tentang Badan Perta
nshan Nagional ' ‘

11.' Peraturan Menteri Negars Agreris/Kepsla Baden Pertanshan Nasi
onal Nomor 2 Tabun 1993 tentang Tata Caxa memperoleh izin lo-
kagi dan Hak Atas Tansh Bagi Perusahsan Dalam Rangiks Penanaman
Modal . )

12, Keputusan Kepala Badan Pertanshan Nagional Nomor 1 Talun 1989
tentang Organisasi dan Tats Kerja Kentor Wilayah Badan Pexrta «
nahan Nasional di Propi.E:i dan XKantor Pertanshan di Kabupaten/
'Kotamadya jo Keputusan Lepala Badan Pertanahan Nagional Nomor
6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada -
Kantor Wilaysh Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraie
an Tugas Sub BagianySeksi dan Urusan Serta Sub Seksi pads Kan
tor Pertanahan Xabupaten/Kotamadya §

13. Surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1984 No=
mor 590/11108/Sj tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pex
tanien § 4 :

14s Surat Menteri Negara Agrar:l.q/xoyala Badsn Pertanchan Nasional
tanggal 22 Juli 1994 Nomor 4102261 perihal Pencegahan Pgnggu.—
nran Tansh Sawah Beririgasi Telmis untuk Penggunsan Non ferta-
nian j ' ‘

15. Suret Menteri Negera dgraria/Kepala Badon Pertanahan Nasional
tanggal 31 Oktober 1994 Nomor 460-3346 perihal Perubashan Pangw .-
gunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunsan Tanah
Non Pertanian j i

16, ' Instrukai Gubermir Kepals Dzerah Tingkat X Yaua Tengreh tanggal

' 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Penoegahan Perubahsn
Tanah Pertahisn ke Non Pertanian yang tidak Terkendalilcang

17. Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II Xlaten Nomor 10O
Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekreta «
riat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Da
erah Kabupaten Dasrah Tingkat IT Klaten .

MEMUTUSKAN s

Membentuk Panitia Pertimbangsn Perubahan Penggunsan fenah Pertanie
an ke Non Pertanian Kabupaten Dasrah Tingkat II Klateny yang suste
na.ni keanggotaannye sebagaimans tersebut dalam lampiran “eputusen |

" Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunasn Tansh Pertanian ke Non

Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat IT Klaten mempunyai tugasjwewe= |
nang dan tanggung Jjawad sebagai berilmt s - : :

ae mengadakan penelitian terhadsp permchonun tansh yang dikohon

untuk izin perubzhan penggunsan tenshnya dari Pertanisn ke Non
Pertanian j ;

be mengadsken peninjauan lapangan dan wawanvara dengan pemohon =
yang bersangkutany,khusuanys yang menyanglut status tanahykeodse
en phisik tansh dan lingkungan hidup disekitarnya 3

Ce memberiken pertimbangan atas hasil penclitian dan  peninjauan
ke lapangan kepada Bupati Xepala Dacrsh Tingkat II Klaten atas

permohonan izin perubshan penggunzan Tansh Pertanian ke Non Pexr
itanian . :

' KETIOAteevcece
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimens tersebut diatas diktum KEDUA -
Keputusan ini Penitia dimaksud bertanggung jawadb dan wajidb mela =~
porkan hasil pelakssnasn tugasrys kepads Bupati Kepala Daerahs

KEEMPAT 1 Segala biaya yang timbul sebagei siibat ditetepkannya Keputusan -

,‘.k :
" SALINAN t Keputusan ini

1.

2.

3.

4o
Se
6e

T.

8

ini dibebankan pada APBD Kebupaten Desrah Tingkat IT Xlaten

KELIMA ! Denga.n ‘ditetapkannya Keputusan ini maka 'Koputusan Bupati Kepale -

Daersh Tingket IT Klaten tanggal 15 April 1988 Nomor 590/1049/1988
dinyatakan dioabut dan tidak berlakm lagi . - .

. KEZENAM t Keputusan ini berleku sejak fanggal dité%apkan .

KUTIPAN® Keputusan ini diberiksh kepads yeng Lorsangkutan untuk
' diketabui dan dipergunakan sebagaimana meatinya

Ditotapkan 43 s Klaten
Pada tanggal s 13 September 1995

BUPATT KEPALA DAERAN TINGKAT II
N\ XLATEXN

Ty

\4:/:3’\. (\:,__“
disampaikan kepada Ythet'

Gubermir Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang }

Xa KanWil Pertanahan Propinsi
Dati I Jatengsdi Semarang $

Pembantu Gubermir Jawa Tengah,
‘Wilayah Surakarta di Surakarta j

‘Ketua DPRD Kab Dati II Klaten %
Kepala ITWILKAB Dati II Klaten ‘s

Para Pembantu Bupati Klaten,
se Keb Dati IY Klaten j

Semia anggota Panitia Pertimbangan

' Perubahgn Ponggunsan Tanah Pertanian

ke Non “ertanian,Kad Dati II Klaten §
A J
Arsipe




’ : PERTANIAN

 LAMPIRAN  Keputusen Bupati Kepala

Daersh Tingkat IL Klaten
Tanggal §13.September 1995
Nomor ¢ 590/.1525/1995

. SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN PEHUBAHAN. «.
! PENGGUNAAN TANAH PSRTANIAN KE NON

Fo. | INSTANSI | 1

KEDUDUKAN DALANM PANTTTA

l.! Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten l Ketua. merangkap Anggota
. 29! Assisten Tata Praja,Sekwilda Tk.II Klaten | Wakil Xetua merangkap Anggota R
A 3¢l Ketus BAPPEDA Kabu.paten Daerah Tngicat II: :

Mmota P Ty
> Klaten, = 7V E
) 44! Xa Cabang Dinas Perta.nian Tanamen Pangan
& Propinsi Dati I Jateng,Ksb Yati II Klaten | Anggota ..
ﬁ _ '5e1 Kepala Cabang DPU Propinsi Dati I Ja.teng s
: Pengairan Bengawan SoloyKlaten : 1 Anggota -/
’ 64! Kepala Bagian HulaumySetwilde Xabupaten ’ x v S
Daerah Tingkat II Klaten ! Anggota - v
- T«! Xepala Bagian Ketertiba.n, Setwilda Kabupaten ' ‘\ _ “,!'
Daerah Tingkat II Klaten | Anggota . ' o !
8.1 Camat setempat - ! 4Anggota . . \\“ l‘-“l
T 9l Kepala Desa setempat - 1 Anggota R '
: 10.! Kasi Penatagundan Tanah Kantor Pertanahan | Sekretaris bukan Anuoh L
Kalupaten Klaten g
- _ BUPATI KUPALA. DAERAH TINGKAT IX IG'J\.'I'EN \‘
el ; ) Wv——-—-—‘ _ AN

[y
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Nomor: 4

e — ———— e s ee——————

Menimbang

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Tahun : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

'RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA-

BUPATI KLATEN,

bahwd untuk menciptakan kemudahan dalam
melaksanakan pembangunan di daerah dan
untuk meningkatkan keseimbangan
pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan
mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di
Kabupaten Klaten dengan memanfaatkan ruang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna,
serasi, <elaras, seimbang, dan berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, periu
disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, dan antara
pemerintah Kabupaternn dan masyarakat, maka



Mengingat

periu dlSUSUI’\ Rencana Tata Ruang
Wilayah “yang merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan

Pemermtah masyarakat dan/atau duria
usaha;

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerint’ah Nomor 47 Tahun 1997 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

-.yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata
" Ruang Wilayah ‘Propinsi Jawa Tengah,

maka Rencana Tata -Ruang Wilayah
Propinsi Jawa Tengah tersebut perlu
dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut huruf a, b, ¢, dan d
tersebut diatas serta sebagai pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang, dipandang perlu
menetapkan Rencana Tata Ruang Wiiayah
Kabupaten Klaten Tahun 2006 - 2015
dengan suatu Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan - Daerah daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1560
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran ' Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan  “Pokok-pokok Pertambangan
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun
1967 ‘Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 2831);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang’
Perindustrian  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274); :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesua Nomor
3419)

Undang_,Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahanr
Lembaran Negara Republik Indone5|a Nomor
3427);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentarg
Benda Cagar Budaya ({lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1592 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992

tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara ,

Republik- Indonesia Tahun 1992 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3479);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480); .

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
tentang Penataan- Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 36);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888);

tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

-

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 - tentang

16.

17.

18.

~ Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377),;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Replblik Indonesia Nomor- 4493) yang teiah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomo: 8
Tahun. 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4444);
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20.

21,

23.

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15
Tahun 1950 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59),;

_Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

1982 tentang Tatacara Pengaturan Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indoresia
3225);

Peraturan Pemerintah Nomaor 28 Tahun
1985  tentang Perlindungan  Hutan
(Lembaran Negara Repuciik  Indonesia
Tahun 1985 Nomor 29, Tambahan
Lembaran_ Negara Republik  Indonesia
Nomor 3294); i

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan
Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun -

-+ 1989 tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3394) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1989  tentang Penyediaan dan

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 - Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4469); .

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik- Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721);

—
- T

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 

tentang ] Penyelenggaraan Transmigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3800); '

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991
tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan
Industri;
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30. Keputusen irasiden Nomor 6 ianun 2000
tentang Badan Koordinasj Penataan Ruang

Nasicnal; \/

31. Peratuan Daerah Propinsi Jawa Tengah J
Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana N
Tata Ruang Wilayah  Propinsi  Jawa
Tengah;

32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis
Sempadan;

Dengan Persetujuan Bersama \
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA

Menetapkan :
RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN

2006-2015
BAB I '
KEFENTUAN UMUM
// Paszl 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
i. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
Pemerintah Kabupaten adajah Pemerintah Kabupaten Kiaten. .

Kabupaten adalah Kabupaten Klaten.

Bupati adalah Bupati Klaten.

6. Ruang adalgh wadah kehidupan yarg meliputi ruang daratan atau
perairan dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan wilayah tempat
manusia dan makhiyk hidup lainnva  melakukan kegiatannya can
memelihara kelangsungan hidupnya,

Tata Ruang adalah Wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang wilayah
daerah yang mencakup kawasan iindung dan kawasan budidaya, baik
yang direncanakan maupun  tidak, y813  menunjukkan hirarki dan
keterkaitan pemanfaatan ruang.

=~ e
@ Penataan Ruang adalah Proses - perencznaan tata ruang, pemarfaatan

ruang dan pengendalian ruang.
3. Rencana Tata Ruang adalah hasjf perencanaan tata ruang.

10.) Rencana Tata Ruang Kabupaten Kiaten ¥ang selanjutnya disingkat dengan

=" Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kiaten adalah arahan
kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagai
pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten dan dasar dalam
Penyusunan program pembangunan,.

11, Kawasan tindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungj kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam, Sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembangunan berkelanjutan.

12. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencans
dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan
kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan
non pertanian.
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13.

14.

15.

17,

18.

19.

20.

21.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi -

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional
mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

- Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang-dapat berperan

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan
kawasan sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan
pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Kawasan Prioritas adalah kawasan vyang dianggap periu
Ciprioritaskan  penanganannya serta memeriukari dukungan
penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.

Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup
pengaruh yang berdampak regional dan atau nasional, penguasaan
dan pengembangan lahan relatif besar, mempunyai prospek
ekonomi yang relatif baik, serta mempunyai daya tarik investasi.

Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat dan badan hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari
serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
_ RUANG LINGKUP

Pasal 2
)
{ (1),)Ruang lingkup RTRW ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan
— ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang
perairan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. . - :

(2) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah
dalam pengertian wilayah administrasi seluas 655,56 km?, dengan batas-

batas:

a. sebelah utara : Kabupaten Boyolali

b. sebelah timur : Kabupaten Sukoharjo

c. sebelah selatan : Kabupaten Gunung Kidu!'('DIY)_
d. sebelah barat : Kabupaten Slieman (DIY)

Pasal 3 v
RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
b. rencana pengelolaan kaWasan findung dan budidaya;

¢. rencana pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu;

| d. rencana sistem prasarana wilayah;

i e. rencana penatagunaan tanah, air, udara, hutan, dan 'sumberdaya alam

lainnya;

f. " rencana sistem kegiatan pembangunan.



Pasal 4
RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam Peta
Administrasi wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian skala 1 :

100.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB III
AZAS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN
Pasal 5 \1/
RTRW disusun berazaskan :

. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya
guna dan berhas:l guna, serasi, selaras, sermbang dan berkelanjutan;

. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perhndungan hukum.
Pasal 6
Fungsi RTRW adalah:

Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;

o

b. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok peanfaatan ruang di wilayah
kabupaten;

¢ Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar
wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;

d. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi  yang dilakukan
pemerintah, masyarakat dan swasta;

e. Sebagai pedoman untuk -penyusunan rencana rinci tata ruang
kawasan;

L/

N RTRW bertujuan mewujudkan ruan
! kebutuhan pembangunan dengan se

f. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;

g. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

Pasal 7
Kedudukan RTRW adalah:

g upakan penjabaran dari RTRW Propinsi dan merupakan matra ruang
ri program pembangunan Daerah;

or

Merupakan acuan, pengikat, dan penyelaras dalam rangka keterpadua'\
penataan ruang antar wﬂayah dalam kabupaten;

¢ Merupakan dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Daerah sesuai
kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB v
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasalg v

RTRW dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan
masyarakat dalam pemanfaatan ruang Daerah secara terencana, terarah,
terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan
Nasional dan Provinsi. P

Pasal 9/ \,

wilayah kabupaten yang memenuhi
nantiasa berwawasan lingkungan, efisien
dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam program
pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.
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Pasal 10

Sasaran RTRW dalah :  \/

a.

Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang
ditakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;

Terciptahya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan
budidaya;

Tersusunnya rencana dan  keterpaduan

program-program
pembangunan di wilayah Kabupaten; '

Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah

kabupaten;

Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor
pembangunan. ’

| BAB V
STRATEGI PEMANFM RUANG WILAYAH V

Pasal 11

(1) Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang
wilayah.

(2) Strategi pemanfaatan ruahg wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
a. pengelolaan kawasan lindung danvi)udidaya;
b. pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu;

C. sistem prasarana wilayah;

d. penatagunaan tanah, air, udara, hutan, dan sumberdaya alam lainnya;
'Je. sistem kegiatan pembangunan.

Pasal 12

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

a. Pengelolaan kawasan lindung diarahkan dalam upaya mempertahankan
kawasan lindung yang masih ada dan mengoptimalkan fungsinya.melalui
pengawasan yang lebih baik;

b. Pengelolaan kawasan budidaya diarahkan pada optimalisasi fungsi kawasan
dengan memperhatikan keseimbangan antara kawasan terbangun dan non
terbangun dan kelestarian lingkungan.

Pasal 13

Pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

a. Pengelolaan kawasan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan fungsi
kawasan sebagai permukiman dan sentra produksi pertanian dengan
pendekatan teknologi sehingga tetap memiliki daya tarik bagi penyerapan
tenaga kerja dan pengembangan ekonomi; -

b. Pengelolaan. kawasan perkotaan diarahkan untuk menciptakan simpul
koleksi dan distribusi hasil produksi dan barang konsumsi yang optimal
sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah;

c. Pengelolaan kawasan tertentu - sesuai dengan fungsi utama yang
dikembangkan diarahkan sesuai dengan potensi dan daya dukung kawasan
sehingga dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan.

T

N

. Pasal 14,/
(1) Pengembangan sistem pem%wgn(nperdesaan dan perkotaan diarahkan

sesuai skala prioritas menuju terwujudnya struktur tata ruang wilayah.



(2) Pengembangan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan

diarahkan untuk membentuk keterkaitan yang sinergis sehingga
simpul-simpul  pertumbuhan  wilayah dapat berperan sesuai
fungsinya. '

Pasal 15
Pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi sistem
transportasi, teiekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana

pengelolaan lingkungan, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan
masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan sesuai dengan arah
struktur tata ruang wilayah yang dituju.

(Pasal 16
Strategi penatagunaan tanah,wan air, penatagunaan udara

dan penatagunaan sumber daya alam lainnya diarahkan pada pola
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebutuhan, memenuhi daya
dukung, berkeadilan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan yang
memberikan batasan pemanfaatan agar tidak menimbutkan dampak
negatif, _

e )

Sistem kegiatan pembangunan diarahkan guna terwujudnya struktur dan
pola pemanfaatan ruang yang dituju berdasarkan pada prioritas
pengembangan dan penanganan.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR
DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Umum .
Pasal 1 :

(1).Rencana struktur pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan unsur-unsur
pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan
buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan
yang lainnya membentuk struktut ruang kabupaten, '

(2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi hirarki
pelayanan wilayah.

(3) Hirarki  pusat pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
adalah sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, dan sistem
prasarana wilayah. d N

Paragraf

Siste Perm_u&man\P desaan

J

Pasal"19/
« (1) Permukiman perdesaan ber rkar” hirarki dan fungsi terdiri dari
permukiman desa kota dan permukiman desa tradisional.

¥ (2) Permukiman desa kota sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) merupakan
permukiman perdesaan yang karena posisinya, termasuk dalam wilayah
administrasi kota, vyaitu sekitar Kota Klaten dan di ibukota-ibukota
kecamatan.

§"(3) Permukiman desa tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan permukiman perdesaan yang posisinya sebagai daerah
- belakang ibukota-ibukota kecamatan. '

pusat -
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ng wilayah sebagaimana
a struktur pemanfaatan ruang wila X
@ Si(::;i:ud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur
Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan
bagian yéng tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Permukiman Perkotaan
Pasal 20

Permukiman perkotaan berdasarkan hirarki dan fungsjpya fr.wembentuk
sistern kota sebagai sistem simpul pelayanan, yang terdiri dari:

a & ilayah atau Kota Orde 1, yaitu Kota Klaten yang
- gwueslfguze\l/sgllg;:}? I::,el::aa)rlnatan Klaten Utara, Kiaten Tengah dan_ K}a}:en
Selatan, yang berfungsi sebaggi: pusat _pelayanan, pe;n.ere‘rlmausaar;
sampai dengan kantor pemerintahan Flngkat kabﬁpa Eitl ur?]uf'q
pelayanan kesehatan sadrrlm(pai 'dengar} fjit:giatsgzirgakatsapendidik'alr;
anan pendidikan sampai q .
g?\f_g, gil:;: pelaygnan perdagangan sampai dengan s_etn;gt:&ae]ags:r:
khusus (pasar hewan dan buah), dan pusat peiay.anan jas
sampai dengan setingkat bank umum dan swasta;

b. Pusat pelayanan sub wilayah atau Kota Orde II, yaitt)u rlf(ort]zsli)e;r;)%%g,i

. i was dar dan, yang berfu
Prambznan, Jatinom, Cav.os dan Pe ), .
pusat pelayanan pemerintahan sampai dengan tingkat lfan'zg;
kecamatan, pusat pelayanan kesehatan sampa;ll dengan ge;mg
puskesmas’ rawat inap, pusat pelayanan pendrc?man sampai engarl
setingkat pendidikan sekolah menengah ftlngkat atas, pus;
pelacyanan perdagangan sampai dengan. setingkat pasar urr;)unlé
pusat pelayanan jasa keuangan sampai dengan setingkat ba
cabang tingkat kecamatan;

(¢

c.

Struktur tata ruang wilayah berdasarkan
Pembangunan (SWP) terdiri dari:

3. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I meliputi

Pusat pelayanan kecamatan atau Kota Orde III, yaitu Kota Juwiring,
Jogonalan Ceper, Gantiwarno, Trucuk, Wedi, Wonosari, Karangdowo,
Tulung, Polanharjo, Kemalang, Ngawen, Karanganom, Karangnongko,
Kebonarum, Bayat, Manisrenggo, dan Kalikotes, yang berfungsi sebagai
pusat pelayanan pemerintahan sampai dengan kantor pemerintahan

i » pusat pelayanan kesehatan sampai dengan setingkat
puskesmas rawat jalan, pusat pelayanan pendidikan sampai dengan
setingkat pendidikan menengah atas, pusat pelayanan perdagangan
sampai dengan setingkat pasar kecamatan, dan pusat pelayanan jasa

keuangan sampai dengan setingkat bank cabang kecamatan dan badan
kredit kecamatan.

Pasal 21

pembagian Sub Wilayah

Kecamatan Klaten Utara,
Klaten Tengah, ‘Klaten Selatan, Kaliketes, Wedi, Gantiwarno, Jogonalan,

Kebonarum, Karangnongko dan Ngawen, dengan_pusat pertumbuhar i
Kota Klaten; '

Sub Wilayah Pembangunan (SWP) II meliputi
Polanharjo, Wonosari dan Juwiring,
Kecamatan Delanggu;

Kecamatan Delanggu,
dengan pusat pertumbuhan di Kota

Sub Wilayah Pembangunan (SWP) III meliputi
Manisrenggo dan Kemalang,
Kecamatan Prambanan;

Kecamatan Prambanan,
dengan pusat pertumbuhan di Kota

Sub Wiléyah Pembangunan (SWP) 1v meliputi Kecamatan Bayat,"C.awas,
Trucuk, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Cawas:

Sub Wilayah Pembangunan (SWP) V meliputi Kecamatan Pedan, Ceper dan
Karangdowo, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Pedan;

Sub Wilayah Pembangunan (SWP) VI meliputi Kecamatan Jatinom, Tulung
dan Karanganom, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Jatinom.
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Paragraf 4
Sistem Prasarana Wilayah
Pasal 22
Pengembangan sistem prasarana wilayah di Kabupater: terdiri da{ri:
a. sistem prasarana transportasi;
b. sistem prasarana telekomunikasi;
¢. sistemn prasarana penyediaan energi;
d. sistem prasarana pengairan;

e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
Pasal 23

(1) Pengembangan sistem prasarana transportasi sz_abagaimana tersebut
dalam Pasal 22 huruf a, diarahkan untuk men.lngkatkan pelayanan
jaringan transportasi wilayah guna menun]alng perkemb?ngan
sektor-sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan dagrar},
meningkatkan interaksi sosial masyarakat, membuka daerah terisolir
dan mendukung sistem pertahanan dan keamanan.

(2) Pengembangan sistem prasarana transportasi wilayah sebagaimana
tersebut pada ayat (1) terdiri dari:

a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan rei.

i a Transportasi
{3) Rencana  pengembangan  Sistem P‘rasarona |
o sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlgambgrkan dalam “eta
Rencana Jaringan Jalan dan Sarana Transportasi yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2) Jalan arteri primer adalah

S oA o

" Pasal 24

1) Pengembangan sistem jaringan jalan ditinjau dari hirarki dan fungsi

pelayanan terdiri dari jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer,
kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder.

_ jalan dengan peranan pelayanan distribusi
barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional,

dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud
pusat-pusat kegiatan, yaitu: Jalan raya yang menghubungkan Kota
Yogyakarta dan Surakarta yang melalui Kecamatan Wonosari, Delanggu,

Ceper, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Jogonalan, dan
Prambanan. - -

3)Jalan arteri sekunder adalah jalan dengan peranan pelayanan distribusi

barang dan jasa untuk pengembangan dengan peranan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam masyarakat
perkotaan. :

4)Jalan kolektor primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan yang
menghubungkan kota-kota kedua (ibukota kabupaten dan kota sekitarnya),
yang meliputi ruas-ruas jalan:

a. Perbatasan Boyolali-Tulung ~ Jatinom - Ngawen - Klaten;

b. Bendogantungan - Wedi - Bayat - Cawas - Pakis (perbatasan
Sukoharjo);

Cawas - Bayat - Wedi - Gantiwarno;
Delanggu - Juwiring - Pedan;
Pakis — Wonosari - Daleman - Babadan (perbatasan Sukoharjo);
Cangkringan (Sleman) - Borangan - Basin - Kiaten;
g. GOR - Karanganom - Pdlanharjo.
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(5) Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan antar kota

kecamatan yang bukan kota pusat pertumbuhan, meliputi ruas-ruas
jalan:

Ngemplak Seneng - Talun — Kendalsari;

Manisrenggo — Kepurun;

a
b
¢. Prambanan — Manisrenggo — Borangan;
d. Manisrenggo ~ Kemalang;

e

Kadilaiu — Mipitan ~ Kemalang;

't.  Deles - Kaliwuiuh — Dompci |

g. Kaliwuluh — Surowono — Tangkil - Jatirajek;
n.  Mundu - Jiwan — Ngemplak (Jatirajek) — Pesar Kembang;

i, Gayamprit — Basin - Kemalang;

1. Totogan - Beteng ~ Puluhwatu — Karangnongke — Jiwvan;

k., Gayamprit — Demakijo;

. Kalisogo (Bayat) — Karangturi - Panggil (Gantiwarno) -
Prambanan;

m. Geneng — Muruh - Panggil;

n. Wedi - Gantiwarno — Jabung — Baturan — Pandan Simping;
0. Ngendo - Srowot ~ Ngering;

p.  Wedi —Ngering — Jogonalen;

gq. Ngering - Jabuné;

-

Ngendo — Kaliworo - Borangsn — Prawatan;
5. Barukan — Prawatan;

t. Gbndang - Basin - Mipitan;

u.  Tulung - Mundu - Kayumas;

v. Tulung - Ngangkruk;

w. Wangen - Pucang;

X. Janti - Cékfo;

y Kéranganom ~ Ketandan;
RSI - Tarubasan;

aa. Tempursari - Jolotundo;

N

bb. Gayamprit - Manjung ~ Totogan;

cc. Bramen - Senden;

dd. Penggung - Karangancm — Jatinom — Mundu;

ee. Tegalgondo - Wangen {Batas Boyoiali);

ff.  Nglajur (Delanggu) - Polanharjc — Cokrotulung - Tulung;
gg. Karang — Sribit — Krecek;
hh. Mrisen - Karang;

ii. Kepanjen — Botc ~ Trasan;
jj.  Kepoh (Trasan) ~ Juwiring;

kk. Padangan (Bulan) - Jlobo — anosari;

{t. Jlobo - Samber_\g;

mm.Daleman (Teloyo) — Tegalan (Bolopleret) — Juwiring;

nn. Jetis Wetan (Pedan) - Karangdowo - Karangjoho (Perbatasan
Sukoharjo);

00. Mrisen — Telukan — Trucuk;

pp. Trucuk — Sajen;

. GG. Teiukan — Mireng = Palar - Mardorc — Sumper - Pedan;

rr.  Trucuk — Kalikebo ~ Kalikotes — Mojayan;

- ss.  Trucuk — Kalikebo -~ Bayat; -

tt. Beluk — Gununggajah;

uu. Beluk ~ 3ungunggajah — Bawek (Cawas);



=t

3
ES
]

w. Jentir - Karangasem, — ‘I.(ali‘songo (Bayat);

ww. Nglengkong (Cawas) — Karangasem;

xx. Tegalan — Karangwungu — Karangdowo; .

yy. Pakisan — Posis — Karangdowo;

zz. Cawas — Pakisan; A

aaa. Mojayan — Kalikuning — Kalikotes;

hbb.Kali Kuning — Krakitan;

ccc. Stasiun Klaten — Rowo Jombor — Mundu (Melikan);
ddd.Gebyok - Sembung;

eee.Danguran — Demangan — Gebyok;

fff. Karang - Demangan;

Y Jaian lokal sekunder adalah jalan-jalan penghubung antar lingkungan
/

vyang secara fungsional di bawah jalan-jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sampai ayat (5).

Pasal 25

Pengembangan prasarana transportasi jalan diarahkan urtuk mendorong
pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi:

<.

Pengem'bangan jalan tol ruas Yogyakarta-Surakeria yang melalui
wiiayah ~ Kecamatan  Prambanan, Manisrenggo,  Jogonalan,
Karangnongko, Kebonarum, Kiaten Selatan, Ngawen, Karanganom
dan Polanhario;

. Pengembangan jalan lingkar wilayah adalah ruas-ruas jalan yang

melalui simpul-simpul Prambanan - Manisren‘g'go “~ Kemalang -
Jatinom - Tulung — Polanharjo — Deianggu ~ Juwiring - Karangdowo -
Cawas — Bayat — Wedi — Gantiwarno - Prambanan.

I Pengembangan jalan sabuk utara adalah-Tuas-ruas jelan yang melalui

simpul-simpul Perbatasan Kabupaten Sleman ~ Manisrenggo — Kemalang —

Jatinom - Tulung - Polanharjo - Delanggu - Juwiring - Perbatasan
Kabupat_en Sukoharjo.

1. Pengembangan jalan sabuk selatan adalah ruas-ruas jalan yang melalui
simpul-simpul Perbatasan Kabupaten Gunungkidul — Gantiwarno — Wedi —
Bayat ~ Cawas - Perbatasan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 26

1} Pengembangan sistem prasarana transportasi re! diarankan  untuk
memperiancar arus lalu lintas manusia, barang, dan jasa.

) Pengembangan sistem prasarana transportasi rel dengan pembuatan laiur
ganda rel kereta api {double track) sesusi dengan rencana pengembangan
transportasi nasional. '

j) Sistem prasarana transportasi re! sebagaimana dimaksud pada ayat [i:
merupakan bagian dari ruas rel kereta api yang menghubungkan Kotz
Yogyakarta dan Kota Surakarta dengan melaiui Kecamatan Prambanar

Jogonalan, Kiaten Selatan, Klaten:Tengzh, Klaten Utara, Ceper, Delanggu
dan Wonosari.

Pasal 27

1) Sistcm telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22 huruf b,

dikembangkan dengan berbagai teknologi jaringan untuk melayan:
kebutuhan  komunikasi masyarakat ~dan  meningkatkan  kinerja
pembangunan wilayah.

) Pengembangan jaringan diarahkan pada seluruh kawasar permukiman

dengan prioritas pada pusat-pusat kegiatan: pemerintahan, perdagangan
dan jasa, industri, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan pusat
kegiatan masyarakat lainnya.
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Pasal 28

(1) Sistem penyediaan/distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf ¢, ditujukan tersedianya jaringan listrik untuk

berbagai kegiatan masyarakat di selurih  wilayah permukiman .

dengan menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas
rernakai.

9]

~—

Lckasi-lokasi perlintasan jaringan transmis:
dibebaskan dari bangunan.

listrik tegangar ngg

Pasal 29

'E}PéngemCanqan prasarana pengairan sebagz‘:‘-s;r;arx.a. \_“axsuc
satam Pasal 22 huruf d bertujuan untuk penyediaen air Soxd Cagt
xeburzhan domestik dan industri dan uniuk pengemoange
oertanian. T

o}

)

) Sistem pengairan bertujuan untuk meningkatkan fungs: wi!a_yah

sebagai sentra produksi pangan dan pelestarian sekior pe-anian.

(V)
—

Penyediaan dan pengelolaan prasarana rﬁngairan.d%iaku an
jengan memperhatikan sebesar-besarnye upaya. Konserves
tsngh dar air pada kawasan budidaya perianian Gengen
mengoptimatkan sistem prasarana yang ada.

Pasal 30

‘1 Sistemn prasarana pepgelolaan lingkungen sebagaimana cimaksud
" dalam 'Pasai 22 huruf e, bertujuan meningkatkan kualitas
vesehatan dan kehidupan masyaraket dengen penciptazan
fingkungan yang sehat dan nyaman. ’

(2) Prasarana pengelolaan lingkungan yang diprioritaskan adaleh
penanganan penyediaan air bersih, sanitasi den persampahan.

Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan-diprioritaskan pada
permukiman padat perkotaan dan permukiman rawan kekeringan.

Peningkétan prasarana sanitasi diprioritaskan

pada
permukiman padat yang mengarah pada kekumuhan.

kawasan

pelayanan penanganan persampahan dengan sistem pengangkutan
diprioritaskan pada kawasan permukiman pada perkotaan dan pusat-
pusat kegiatan masyarakat.

Bagian Kedua
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Zpaeal 31

Rencana pola pemanfaatan o~ wilayah menggambarkan sebaran
Miawasar lindung dan kawasan budicaya.

/Rencana Pola Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
digambarkar: pada Peta Pcola Pemanfaatan Ruang Witaysh vang
merupakan bagian tidak terpisahkaf: dar Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Jenis-jenis kawasan lindung terdisi dari :

a. kawasan yang memberikan
bawahnya;

perfindungan terhadap kawasan ¢

: b kawasan perlindungan setempat;

: ¢. kawasan pelestarian alam;

“'d. kawasan rawan bencana aiam.



(2) Rencana.Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan pada Peta Kawasan Lindung yang merupakan bagian .

tidak terpisahkan dari Peraturan Daergh ini.
Pasal 33

(1) ang memberixan perlindungan terhadap kawasan di
W g:vv::;izayseb%gaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a aﬁdalah
kawasan yang berada pada ketinggian dgn kemmngan/kelercng?n
tertentu yang apabiia tidak dilindungi dapat membahayakan
kehidupan vang ada di bawahnya.

(23 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahinye
~ meliputi:

a. Kawasan hutan iindung;

b, Kawasan konservasi dan resapan air.

(3} Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhad.apbkawasa(;
o di bawahnya sebagaimana dimaksud pada avat (2) dlte:apliana i
iereng Gunung Merapi Kecamatan Kemalang dengan luas 810,5 Ha.
Pasal 34

B 1 , ]
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana gimaksud dalam Pasal 31
noref b mencakup:

z. Kawasan sempadan sungat:
Kawasan sempadan sungei ditetapkan sebagai berikut:

1. Sungai bertanggui di luar kawasan perkotaan di-tetapkar} sekura?g-
kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepenjang kaki tanggul;:

{2. Sungai bertanggul di aaiam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tangqul;

- Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan pada sungai besar

ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratur) meter, sedangkan pada

sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (ima puluh) meter dihitung dari tepi
sungai; '

. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai

kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) meter, yang mempunyal kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20
(duapuluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 30 ‘(tigapuluh) meter
dari tepi sungai. Lebar sempadan sungai tersebut ditentukan selebar 50
meter pada daerah bukan permukiman dan 10 meter pada daerah
permukiman, yang ditetapkan pada beberapa sungai yang berfungsi
sebagai jaringan irigasi dan drainase primer.

 Kawasan sekitar waduk atau rawa ditetapkan meliputi dataran sepanjang
tepian danau, waduk atau rawa, yang lebarnya proporsional dengan bentuk
dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 — 100 meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat, terletak di se'kitar Rawa Jombor;

Kawasan sekitar mata air ditetapkan meliputi kawasan sekurang-kurangnya
dengan jari-jari 200 meter di sekitar seluruh mata air.

" Pasal 35

wasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf ¢
alah kawasan vang meliputi :

Taman nasional;

Kawasan cagar budaya.

Pasal 36

uwasan pelestarian alam ditetapkan sebagai berikut :



:

a. Kawasan Taman Nasional Merapi; . .

b. Kawasan Cagar Budaya meliputi:_

1. Kawasan Candi Prambanan, Candi Sojiwzn, Candi Bubrah, Candi
Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu dan Candi Plaosan yang terletak
di Kecamatan Prambanan;

2 Kawasan Candi Merak yang terletak di Kecamatan Karangriongko;

(@]

Kawasan Pandanaran di Kecamatan Bayat.
Pasatl 37

Kawasan rawan bencana sebagaimans dimaksud dal
adalah kawasan yang kondisi fisik tanah dan bent
kerusakan sehinggz membahayakan permukiman
iingkungan.

alem Pasat 32 haruf d
ang alamnya rawan
dan kelestarian

0

Pasal 38

PRI SN

Kawasan rawan bencana ditetapkan sebagai cerikut:

2 Kswasan rawan bencana letusan gunung berapi ditetapkan di
sebagian Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo dengan
iuas sekitar 532 Ha; :

©  Kawasan rawan bencana tanah longsorlpros' ditetankan di :
AP~

Lereng pegunungan Jiwowetan Kecamatan V/edi;

Desz Sukorini Kecamatan Manisrenggo;

(3]

: Desa Tegalmuiye, Tiogowatu, Sidorejo, Bumihario, Targkil,
Dompol, Kendalsari, Balerante, Bawukan, Kecamatan Kemalang.

Pasal 39
1) Jenis-jenis kawasan budidaya ten Klaten terdiri dari ;
a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan pertanian;
. Kawasan pertambangan;

d. Kawasan peruntukan industri;

€. Kawasan pariwisata;
f. Kawasan permukiman;
g. Kawasan konservasi budaya dan sejarah:

1) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digamibarkan
pada Peta Rencana Kawasan Budidaya merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah’ini

Pasal 40

awasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri

ari - kawasan hutan rakyat dan %awasan hutan produksi terbatas yang dapat

rkelola dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya.

pasal 41

.engembang'an kawasan hutan produksi ditetapkan sebagai berikut:

: Kawasan hutan rakyat ditetapkan di Kecamatan Kemalang, Karangnongko,
i Jatinom, Tulung, Manisrenggo, Gantiwarno, Wedi, Kalikotes .dan Bayat;

r

¢ Kawasan hutan produksi terbatas ditetapkan di wilayah Kecamatan Bayat.
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A Pasal 42 ) ’
Kawasan peﬁanian sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 39 butir b terisi

dari :
a. Kawasan pertanian pangan lahan basah;

b.
c. Kawasan tanaman tahunan /perkebunan;
d.
€

. Kawasan perikanan.

Kawasan tanaman pangan lahan kering;

Kawasan peternakan;

Pasal 43

Pengembangan kawasan pertanian ditetapkan sebagai berikut:

a.

Kawasan pertanian lahan basah ditetapkan dengan lokasi tersebar di

_ seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Kemalang;

Kawasan tanaman pangan lahan kering ditetapkan dengan lokasi di
Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung,
Pedan, Bayat, dan Cawas;

Kawasan tanaman tahunan / perkebunan ditetapkan dengan lokasi di
Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, Tutung, Bayat,
Trucuk, Manisrenggo, dan Wedi;

Kawasan peternakan sapi perah ditetapkan dengan lokasi di
Kemalang, Manisrenggo, Jatincm, Karangnongko dan Tulung;

Kawasan perikanan air tawar ’ditetapkan dengan lokasi di sekitar

~ Rawa Jombor Kecamatan Bayat, Kecamatan Polanharjo, Tulung, dan

Kebonarum.

Pasal 44~

eliputi :
. Pertambangan Andesi_t Karangdowo;
Pertambangan Batu Gamping;
Pertambangan Gabrc dan Diorit;
Pertambangan Lempung Aluvial;
Pertambangan Pasir Vulkanik dan Andesit Merapi.
Pasal 45
:ngembangan kawasan pertambanga.n ditetapkan sét;agéi berikut:

Pertambangan Andesit Karangdewo ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan
Karangdowo; - '

Pertambangan Batu Gamping ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Bayat
i dan Kecamatan Kalikotes;

;ertatmbangan Gabro dan Diorit ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan
ayat;

Pertambangan’ Lempung Alluvial ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan

-Gantiwarno, Karangnongko, Jogonalan, Kebonarum, Bayat, Ngawen,
Karanganom, Ceper, Jogonalan;

inrtambangan Pasir Vulkanik dan Andesit Merapi ditetapkan dengan lokasi
di Kecamatan Kemalang dan Manissrenggo. :

Fwasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 butir ¢



Pasal 46 _

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf d terdiri dari :

a. Kawasan perindustrian;
“b. Kawasan industri;
¢. Sentra industri.
Pasal 47

Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ditetapkan sebagai berikut:

a. Kawasan perindustrian ditetapkan di Desa Karanganom, Kecamatan
Klaten Utara dan Kelurahan Mojayan Kecamatan Kiaten Tengah;

b. Kawasan industri ditetapkan di Desa Troketon dan Desa Kaligawe
Kecamatan Pedan dengan luas lahan 100 Ha;

¢. Kawasan sentra industri ditetapkan di :
1. Kecamatan Ceper sebagai sentra industri cor logam;
2. Kecamatan Pedan sebagai sentré industﬁ tenun ATBM;
3. Kecamatan Wedi sebagai sentra industri konveksi:

4. Kecamatan Juwiring dan Kecamatan Trucuk sébagai sentra
industri mebel/furniture;

5. Kecamatan Bayat sebagai sentra industri gerabah/keramik;

6. Kecamatan Trucuk dan Mansrenggo sebagai sentra industri
tembakau asapan;

7. kecamatan Ngawen sebagai sentra industri soon;
8 Kecamatan Jogonalén sebagai sentra makanan kecil..
| S Pasél 48 ‘
wasah pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri dari,

i |
4" Xawasan wisata alam;

‘ ¥awasan wisata permainan dan clahraga {pemandian);
i xawasan wisata ziarah (keagamaan);
i Kawasan wisata pendidikan {museum);
:: Kawasan wisata budaya (tradisi);
Kawasan wisata peninggaian sejarah {candij.
Pasal 49

i@ngembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
etapkan sebagai berikut:

Kawasan Wisata Candi Prambanan, Candi Scwu, dan Plaosan di Kecamate~
Prambanan;

f Kawasan Wisata Deles Indah di Kecamatan Kemalang;

“Kawasan Wisata Museum Gula Jawa Tengsh. di Gondangwinangun
Kecamatan Jogonatan;

- Kawasan Wisata Rawe Jombor Permai, Makam Ki Ageng.Pandanaran, di
Kecamatan Bayat; )



e. Kawasan Wisata Alam Gunung Watu Prau dan Pegunungain Kidul di
Kecamatan Bayat;

f. Kawasan -Wisata Sumber Air Ingas, Pemandian Lumban Tirto,
Pemancingan Janti, dan Tradisi Padusan di Kecamatan Tulung;

g. Kawasan Wisata Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganom;
h. Kawasan Wisata Pemandian Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;

i. Kawasan Wisata Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yagqowiyu di
Kecamatan Jatinom,; :

Kawasan Wisata Makam Ki Ageng Rohggowarsito di Kecamatan
Trucuk;

Ce

k. Kawasan Wisata Makam Ki. A%mita di Kecamatan Wanosari.

Pasal 5

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f
terdiri dari kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman
perkctaan. '

. ;éa |\5\1\
S~

(1) Pengembangan kawasan permukiman meliputi :

a. Kawasan permukiman perdesaan ditetapkan di seluruh wilayah
kecamatan, dengan dominasi di Kecamatan Gantiwarno, Wedi,
Cawas, Bayat, Trucuk, Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo,
Karangnongko, Ngawen, Ceper, Karangdowo, Juwiring,
Wonosari, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Kemalang;

b. Kawasan permukiman perkotaan ditetapkan di Kecamatan Klaten
Utara, Klaten Tengah, Kiaten Selatan, Delangguy, Prambanan,
Kalikotes, Pedan, Jatinom dan pusat - pusat pelayanan
kecamatan lainnya.

a

~-h

b.

—

2) Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru harus
mengacu pada persyaratan lokasi sebagai berikut: o g

. Tidak ber!okasi pada kawasan rawan bencana;
Tidak berlokasi pada kawasan konservasi;
Tidak beriokasi pada kawasan yang masih dalam sengketa;

Mempunyai sumber air baku yang memadai (kusalitas dan kuantitas)
atau terhubungkan dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringen
sanitasi dan pematiusan berskala kota; '

. Terletak pada hamparan dengan {uasan yang cukup,

, yang
memungkinkan terselenggarakannya pola hunian yang berimbang;

. Tidak terganggu oleh kepisingan;

Memiiiki pola permukiman yang kompak;

. Memiliki kemudahean mencapa: fasilitas umum,;

. Topografi cukup datar, dengan;keierengan fahan < 25%.

Bagian Ketiga
Kawasan Prioritas

ﬁasai 52/ (aych 1 \sunf b

1} Kawasan prioritas pembangunar yang perlu mendapat perhatian dalam
. pengembangannya mekpUli © aripz \ain  Gobee @l 1O TGyt 0T Y

a. Kawasan perbatasan, terletex di wecamatan Prambanan, Juwiring,

Wonosari, Cawas, Manisrenggc can Tulung;

awasan pertumhuhan cepat, terletzk 2i Klaten Utara. Xlaten Tengah,
Klaten Selctan, Pedan, Jogonalan dan Delanggu; '
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. KaWasan pengem.banga"n séktor-sektor-‘fstrategis/unggulan

pertanian tanaman panga"n,' terletak di Kecamatan Delanggu,
Wonosari, Juwiring, Cawas,; Karangdowo, Trucuk dan Polanharjo;

j. Kawasan kritis yang peflu dipelihara fungsi lindungnya untuk

menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan
Gantiwarno, Bayat, Manisrenggo, Karangnongko, Tulung,
Jatinom, Kemalang;

_ Kawasan Prioritas Konservasi Lereng Gunung Merapi terletak di
Kecamatan Kemalang;

f. Kawasan Pengembangan Kawasan Tertinggai terletak i

Kecamatan Kecamatan Bayat dan Gantiwarno,

Pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1}‘? memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaizn

sasaran pembangunan secara regional dan nasional;

b. Kewasan yang tidak masuk dalam deliniasi kawasan tertentu dan

‘andalan tetapi dari dimensi Daerah memiiiki peranan untux
pertumbuhan dan pemerataan yang besar;

¢. Kawasan yang mempunyai permasalahan ruang yang harus

“segera ditangani.

‘3) Rencana pengembangan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan pada Peta Rencana Kawasan Prioritas merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

3

i Pelaksanaan pemanfaatan ru wilayah diselenggarakan berdasarkan
sistem  kegiatan  pembangunan, pengelolaan kawasan = seria
i penatagunaan ruang. :

1
{ Pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan sistem kegiatan
i pembangunan, pengelolaan kawasan dan penatagunaan mencakup
i kegiatan:

a. pengaturan ruang kawasan lindung dan kawasan budidava;
b. penetapan kebijakan insentif ¢an disinsentif; ..
¢. penyelarasan program pembangunan dengan RTRW kabupaten;

d. sinkronisasi materi RTRW kabupaten.
Pasal 54

hgaturan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud
bam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan merumuskan dar
gengimplementasikan ketentuan teknis operasionai yang mencakup:

’ penetapan tipologi dan klasifikasi komponen pemanfaatan ruang;
penetapan pengelolaan kawasan lindung;

penetapan peraturan bangunan;

{ penetapan paraturan gangguan bentang alam;
penatapan garis sempadan sungai, rawa/ waduk dan mata air;

penetapan tata cara penataan ruang kawasan perbatasan;
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g. penetapan lokasi dan batas fisik komponen pemanfaatan ruang;
h. penetapan tata cara pemberian perijinan pemanfaatan ruang; '
i. penetapan tata cara pelaksanaan pelayanan umum;

j. penetapan tata cara pengawasan dan penertiban pemanfaatan
ruang;

k. penetapan rumusan tarif/denda pelanggaran pemanfaatan ruang
Pasal 55

Penatapan kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan merumuskan
dan mengimplementasikan kebijakan teknis insentif dan disinsentif
sebzgai perangkat pemanfaatan ruang yang mencakup:

a. penentuan lokasi dan dan batas fisik kawasan /ana pertu diberi
insentif dan disinsentif;

5. penetapan bentuk-bentuk insentif dan disinsentif;

(]

tata cara pemberian insentif dan disinsentif.
Pasal 56

P_enyeiarasan program pembangunan dengan RTRW sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf ¢, dilaksanakan melalui
tahapan kegiatan yang mencakup: :

@. penjabaran RTRW ke dalam program jangka menengah
pemanfaatan ruang;

s be] ¢ ll: i

enjabaran program jangka menengah ke dalam program tahunan
semanfaatan ruang;

'embahasan program tahunan pemanfaatan ruang dalam forum
Rakorbang;

enetapan program-program prioritas.
Pasal 57

Zonisasi materi RTRW sebagaimana dimaksud dalam Fasal 53 ayat {2)
£d, mencakup kegiatan:

LY UR

sinkronisasi RTRW Kabupaten dengan RTRW "'oplr5| Jawa Tengah
jan RTRW kabupsaten/kota =zekitar;

Jeriyiapan rencana rinci teta ruang pacda kawasan cepat berkembang
jan kawasan kritis lingkungain; : )

‘rendayagunaan RTRW Kabupatern sebagai acuan pemberian 0
pemanfaatan ruang. '

Pasal 58

frpaduan pelaksanaan RTRW cilaksanakan oleh Bupati dengan menetapkan
ntuan peraturan yang beriaku.

1
’ BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
pasal 59 <

edoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah didasarkan atas
jengelolaan kawasan dan penatagunaan ruang. :

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
@awasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan



perkotaan dan kawasan tertentu, dilaksanakan melalui’ Kegiatan
pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk
terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air,
udara dan sumber daya alam lainnva.
Pasa! 60
(1) Pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang mencakup kegiatan
pelaporan, pemantauan dan evaluasi yang menghasilkan tingkat
penyimpangan pemanfaatan ruang, usuian bentuk penertiban
terhadap pelanggaran dan penetapan perfu tidaknya dilakukan revisi
RTRW.

{2} Pengawasan kegiatan pemenfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan
Keordinasi Penataan Ruarg Daerah (BPKRD? Kabupaten,

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud avat (1) wajib wiaporkan
kepada Bupati. .

Pasal 61

Perertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang mencakup
kegiatan penentuan bentuk sanksi dan pengenaan sanksi.

Pasal 62
PengenQahan daiam bentuk pengawasan dar penertiban pemaniaatan
ruang dilakukan melaiui kewenangan perizinan vang ada paca instansi
Pemerinteh Kabupaten..
BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, mesyarakat berhak:

berperan serta dalam proses perencanaan tata. ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang;

mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten Klaten, Rencana Tata Ruang
I Kawasan,-dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penataan ruang;

_ memperoleh penggantian yang iayak atas kondisi yang dialami s=pagz:
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan renlenz
tata ruang.

Pasal 64

-: Untuk mengetahu: rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasai
63 huruf b seiain masyarakat *ﬁ‘gctahui RTRW Kabupaten Klaten dar
Lembaran Caerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencang tata ruc~c
vang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebariuasan oieh
Pemerintah  Kabupaten pada ftempat-tempat yang memungk:nkar
masyarakat mengetahui dengan mudah.

0 ! Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1,
diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan pete rencana iata
ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor

secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.
Pasal 65

;) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang
sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaanrya dilakukan sesuai c<ngan
ketentuan peraturan perundang-undargan atau kaidah yang beriaku.

) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam
yarg terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan
lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaaan, atau
De_mberlan hak tertentu berdasarkzn ketentuan peraturan perundang-
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. ....undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaaan yang beraky

atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 66

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap
perubahan atas status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai
akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah
antara pihak yang berkepentingan.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vyanc
beriaku, i

Pasal 67

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat Wajib: ‘

a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang;

C. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 68

~ (1) Pelaksanaan kewajiban masyar,akat dalam penataan ruang

dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah,
baku mutu dan aturan-sturan penataan ruang yang ditetapkan
daiam peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang vyang dipraktekkan
- Mmasyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang
memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetis

_E.

K

j-lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin
- pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal '69

tam pemanfaatan ruang di daerah, peran serts masyafakat dapat
;rb.entuk:

. pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara berdasarkan
, peraturan  perundang-undangan, - agama, adat atau kebiasaan yang
berlaku; ' '

| bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural
dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;

; penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata
" Ruang Wilayah; -

konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya
- untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

[T

perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata
> Ruang Wilayah; '

: pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau
" kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

Pasal 70

) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatéri ruang dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

)) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- dikoordinasi oleh Bupati termastk pengaturannya pada tingkat kecamatan
sampai dengan desa/kelurzhan.
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(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud-pada ayat (1)
dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRW.

Pasal 71

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat
berupa:

a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah, termasuk
pemberian informasi atau berupa laporan pelaksanaan pemanfaatan
ruang ; dan/atau

b. bantuan pemildran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan
pemanfaatn ruarg dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

- pasal 72

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari
tingkat desa/kelurahan ke kecamatan kepada Bupati dan pejabat yang
berwenang.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 73
(1) Pejabat Pegawai 'Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pememrintah
kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan
perundangan yang beriaku.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
_a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan
atau laporan tersebut menjedi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Vdokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana tersebut;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dukomen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan

E tugas penyidikan tindak pidana;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢; _; .

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang
dilakukan;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan vyang perlu untuk kelancaran perigfidikan

dimulainya penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

|Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.



BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 74

(1) Pglanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
g:anca;m cijengan pi;iana kurungan selama-lamanya 6 ('enam) bulan
an atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000 - (li juta
Copian) p 0,- (lima puluh juta

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada - 3
pelanggaran. ) P ayat (1) adalah

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud | i

. . ! pada ayat (1), tindak

p!dana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran l(in)gkung:n
diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua
rencana tatza ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan
dan rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di
daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
RTRW sesuaij dquan Peraturan Daerah ini.

(2)P_eninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRW. dapat
dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. '

2ngan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

" "BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Kegiatan budidaya yang telah berlangsung karena adat dan budaya namun
berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu

fungsi lindung;

Kegiatan budidaya vyang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai
mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya;

Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu

~ fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan fungsi lindung,:

diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah

- Nomor 27 Tahun 1996 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 77

a-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

sengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78
eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
izerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.



Ditetapkan di Klaten

_ pada tanggal 19 Juli 2006
BUPATI KLATEN,

Cap. Ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 Juli 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap. Ttd

RIYO DARMANTO

LEMBARAN DAERAH.KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006 NOMOR 4

'PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
'NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006-2015

: PENJELASAN UMUM

Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Witayah merupakan usaha mewujudkan
peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan
di dalamnya, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan dengan
senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi,
bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program
pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengertian dasarnya bahwa Rencana Tata Ruang
Wilayah adalah rencana pengembangan wilayah yang disiapkan
secara teknis dan non teknis, yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah, yang merupakan kebijaksanaan
pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarahan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan. '

RTRW merupakan rencana induk yang disusun secara
menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan
faktor dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, jadi
rencana induk disusun sesuai dengan pola dan karakter wilayah.
RTRW diharapkan dapat menjadi acuan dasar dari rencana-rencana
dibawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayah menjadi febih -
terarah dan menghindarkan terjadinya kesemrawutan.



Penyusunan RTRW. ” Ka_bupaien dilakukan dengan § ’
berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan. I
’ § Pasal 11

keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan

dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi
kabupaten sekitarnya. gan propinsi dan

Kedalaman Substahsi RTRW Kabupaten

Rencana- Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
disusun dengan kedalaman substansi yang sesuai dengan
ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di
dalam RTRW Kabupaten adalah unit kecamatan sedangkan
system jaringan prasarana digambarkan kedalaman system primer

dan sekunder.

11

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana

tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat
ketelitian minimal skala 1:100.000 berjangka waktu 10 tahun.

RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan
dan arahan perkembangan untuk memenuhi

pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu
perencanaannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10  huruf a Cukup jelas
huruf b Kawasan lindung dan kawasan

budidaya adalah sebagaimana yang
dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang.

kebutuhan

huruf ¢, d, e
Ayat (1)
Ayat (2) Huruf a

Ayat (2) Huruf b

Ayat (2) Huruf ¢

Ayat (2) Huruf d

Ayat (2) Huruf e

Pasal 12 s/d Pasal 15

Pasal 16

. penyediaan energi,

Cukup jelas
Cukup jelas

sesuai dengan pasal 10 Huruf b

Kawasan perdesaan, kawasan
perkotaan dan kawasan tertentu
sebagaimana ditentukan dalam

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992

Tentang Penataan Ruang.

Sistem prasarana wilayah adalah sistem
bangunan yang diperlukan terlebih
dahulu untuk memberikan pelayanan
atau jasa bagi kebutuhan dasar
penduduk di suatu wilayah, terdiri dari
sistem transportasi, telekomunikasi,
pengairan dan

pengelolaan lingkungan dapat

- berfungsi.

Cukup jelas

Sistem kegiatan pembangunan adalah

indikasi kawasan prioritas
pembangunan dan indikasi program
~ pembangunan. '

Cukup jelas

Dampak negatif yang perlu diantisipasi
dalam strategi penatagunaan tanah,
penatagunaan air, penatagunaan udara
dan penatagunaan sumber daya alam
lainnya antara lain dampak terhadap
kehidupan sosial masyarakat,



Pasal 17

Pasal 18

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

kesehatan = masyarakat’: dan
bencana alam.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan rona
tingkungan alam . adalah
keadaan/kondisi suatu lingkungan
fisik alam seperti kondisi bentang
;Iam, topografi, geologi, hidrolog;,
{e_nis tanah, curah hujan dan lain-
ain.

Rona lingkungan sosial adalah

- keadaan/kondisi lingkungan sosial

seperti  keadaan kependudukan,
keadaan perekonomian, keadaan
adat istiadat. —

Sedangkan rona lingkungan buatan
adalah keadaan/kondisi lingkungan
hasit rekayasa manusia seperti
kondisi jalan, kondisi jaringan irigasi
dan kondisi sarana prasarana
wilayah lainnya.

Yang dimaksud dengan hierarki

pusat pelayanan adalah suatu
jejaring  yang  menggambarkan
sebaran kota-kota kecamatan dan
fungsional kota-kota yang terkait
dengan pola transportasi dan
prasarana wilayah lainnya dalam
ruang wilayah kabupaten.

Cukup jclas

ol

§ Pasal 19

Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Permukiman Perdesaan adalah kawasan
yang mempunyai  kegiatan : utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Cukup jelas

Daerah Belakang (hinterland) adaleh
daerah yang terdapat di pinggiran suatu
kota.

Permukiman Perkotaan adalah kawasan
yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Sub Wilayah Pembangunan merupakan
upaya untuk membentuk struktur tata
ruang wilayah kabupaten yang fungsional,
sesuai dengan kecenderungan interaksi
antar kawasan dan pola aglomerasi
kegiatan perekonomian.

Sistem prasarana adalah sistem bangunan
yang diperlukan terlebih dahuiu untuk
memberikan pelayanan atau jasa bagi
kebutuhan dasar penduduk, terdiri dari
sistem transportasi, - telekomunikas,
penyediaan  energi,  pengairan dan
pengelolaan lingkungan dapat berfungsi.



Pasal 23 ayat (1) & (2)

Pasail 24 ayat (1) s/d (6)

Pasal 25 Huruf a

Hdruf b-

Huruf ¢

Cuku"p jelas

Pe_ngertian jaringan jalan  arteri
primer, kolektor primer, kolektor

sekunder, lokal primer, lokal
sekunder adalah sebagaimana yang
ditentukan dalam Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan. )

Jalan tol adalah jaringan jalan vang .

diselenggarakan untuk:

- memperlancar Jalu fintas g
daerah yang telah berkembeng

- meningkatkan hasii guna
pe?ayanan distribusi barang dan
)asa. guna menunjang
peningkatan pertumbuhan
ekonomi;

- meringankan beban dana
pemerintah melalu; partisipasi
pengguna jalan

- meningkatkan pemerataan hasi
pembangunan dan keadilan

Jalan lingkar wilayah adalzh jalan
alternatif  yang  dibuat  untuk
mengurangi penumpukan arus lalu
lintas pada jalan utama.

Jalan sabuk utara adalah jalan

. lingkar wilayah yaig ada di bagian

utara wilayah Kabupaten Klaten.

Pasal 26
Pasal 27
“Pasal 28

T
\Pasal 29/

N

Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32

' Pasal 33

Huruf d

ayat (1)
ayat (2)

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (1)
Ayat (2) Huruf a

Jalan sabuk selatan adalah jalan
lingkar wilayah yang ada di bagian
selatan wilayah Kabupaten Kiaten.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
yang dimaksud dengan jaringan
transmisi  listrik  tegangan tinggi

adalah transmisi tenaga listrik yang
menggunakan konduktor di udara
bertegangan nominal 275 kV dan 500

kVv.
Cukup jelas

Sentra  produksi pangan - adalah
wilayah yang mempunyai produksi
tanaman pangan melimpah dan hasil
produksinya dapat diekspor ke luar
daerah.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup Jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Kawasan hutan lindung adalah
kawasan hutan yang karena keadaan
sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan
dipertahankan sebagai hutan dengan
penutupan vegetasi secara tepat guna
kepentingan  hidroorologis,  yaitu
mengatur tata air, mencegah banijir
dan erosi serta memelihara keawetan
dan kesuburan tanah, baik dalam



Pasal 34

Ayat (3)

Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

Huruf b

kawasan yang bersangkutan
maupun kawasan ©  yang
dipengaruhi sekitarnya. -

Kawasan®  konservasi dan
resapan air adalah kawasan
yang perlu dijaga kelestariannya
Igarena mempunyai kemampuan
tinggi untuk meresap air hujan,
sehingga merupakan - tempat
pengisian air bumi (aquifer)
yang berguna sebagai sumber
air,

Cukup jelas

Kawasan sempadan sungai
adalah  kawasan sepanjng
kanan kiri su¥ngaifsungai
buatan/saluran yang
mempunyai manfaat penting
untuk mempertahankan

kelestarian fungsi sungai/sungai
buatan/saturan.

Kawasan sekitar waduk atau
rawa adalah kawasan tertentu
disekeliling danau/waduk vang
mempunyai manfaat penting
untuk mempertahankan
kelestarian danau/ waduk.

Kawasan sekitar mata air adalah

kawasan di sekeliling mata air
yang  mempunyai  manfaat
penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi mata air.

i' Pasal 35 Hdruf a
!_

Huruf b

Pasal 36 s/d Pasal 38

Pasal 39 ayat (1) Huruf a

Huruf b

e

Huruf ¢

- Taman

nasional  adalah kawasan

pelestarian alam yang memiliki ekosistem
asli setempat. dikelola melalui sistem

zonasi; taman ini merupakan tempat
untuk  melakukan  riset, pendidikan,
pengetahuan,  menunjang  budidaya,

rekreasi dan pariwisata.

Kawasan cagar budaya adalah kawasan

suaka budaya vyang karena keadaan
budayanya mempunyai kekhasan budaya
yang  perlu dilindungi agar
perkembangannya dapat terus

berlargsung.

Cukup jelas

_Kawasan hutan produksi adalah kawasan

hutan yang karena pertimbangan sosial
ekonomi dipertahankan sebagai kawasan
hutan .produksi yang berfungsi untuk
menghasilkan  hasil-hasil  hutan  bagi
kepentingan negara, masyarakat, industri
dan ekspor.

Kawasan pertanian adalah kawasan yang
karena pertimbangan sosial ekonomi
dipertahankan sebagai kawasan pertanian
yang berfungsi. menghasilkan hasil-hasil
pertznian yang potensial guna mendukung
ketahanan pangan.

Kawasan pertambangan adalah kawasan -
kawasan dengan luas tertentu yang
digunakan karena terdapat sumber daya
tambang yang potensial dan mempunyai
deposit yang cukup banyak untuk diolah
guna menunjang pembangunan.
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Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42
b2 N

- Hurufd

Huruf e

Huruf f

Huruf a

Huruf b

Huruf a

Kawasan peruntukan industri adalah
bentangan lahan - yang
diperuntukkan bagi kegiaan industri
berdasarkan pertimbangan tertentu,

2 e

Kawasan pariwisata adalah kawasan -

dengan luasan tertentu vyang -

dibangun atau disediakan untuk
memenuhi kebutuhan pariwisata.

Kawasan permukiman adalah

kawasan di luar kawasan lindung

yang diperlukan sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang berada di daerah
perkotaan atau perdesaan.

Cukup jelas

Kawasan hutan rakyat adalah
kawasan dengan luasan tertentu

yang oleh masyarakat banyak

diusanakan untuk
tanaman hutan.

budidaya

hutan produksi terbatas adalah -

kawasan hutan yang digunakan
untuk kegiatan budidaya hasil-hasil
hutan secara.terbatas dengan tetap
memperhatikan fungsinya sebagai
hutan untuk melindungi kawasan
yang ada di bawahnya.

Kawasan pertanian pangan lahan
basah adalah kawasan Yyang
diperuntukan  sebagai  budidaya
tanaman pangan/tanaman semusim

Yang dimaksud dengan kawasan : Pasal 43

Pasal 44

Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

Huruf e

Huruf a

lahan basah sesuai dengan pola tanamnya
yang pengairannya dapat diperoleh secara
_alamiah maupun teknis.

Kawasan pertanian pangan lahan kering
adalah kawasan yang diperuntukan
sebagai budidaya tanaman lahan kering
sesuai dengan pola tanamnya antara lain
padi gogo, palawija , hortikultura.

Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
adalah kawasan yang diperuntukkan bagi
tanaman  perkebunan/tahunan  yang
menghasilkan bahan pangan dan bahan
baku industri.

Kawasan peternakan adalah kawasan
yang kawasan yang diperuntukkan bagi
ternak besar, kecil dan unggas.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang

-7diperljntukkan bagi perikanan budidaya

berupa pertambakan, dan budidaya ikan
air tawar.

Cukup jelas

Andesit Karangdowo adalah bahan galian
andesit yang terdapat pada morfologi
bukit (Gunung Mojo dan Gunung Beluk)
yang dikelilingi oleh dataran di
sekelilingnya.  Karakter batuan andesit
tersebut kondisi batuan masih segar,
tanah penutup tipis (20 ¢cm - 2 meter)
tertutup vegetasi yang agak jarang berupa
bambu dan jati. Warna batuan andesit
abu-abu hingga hitam, warna lapuk coklat
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Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

kemerahabn, tekstur afanitik dan
struktur masif, terdapat rekahan —
rekahan.

Batu gamping adalah batuan yang :

mempunyai  Komposisi  mineral-
mineral karbonat dan berfosil,
mempunyai sifat kompak. Beberapa
singkapan  menunjukan  sisipan
katkarenit halus dan kalkarenit
keras, kalkarenit kasar, batupasir
tufaan, batupasir dan napal. Tanah
penutup sumberdaya mineral
batugamping keras berupa tanah
lempung pasiran, berwarna coklat
kemerahan, agak plastis dan lunak,
ketebalan berkisar antara 10-40 cm.

Gabro dan Diorit adalah kelompok
batuan penyusun utama Gunung
Pendul yang terletak di bagian timur
Perbukitan Jiwo vyang sebagian
besar terdiri dari mikrodiorit dan
juga diorit. Gabro dan diorit ini
kemungkinan berupa dike. Ciri di
lapangan adalah warna segar abu-
abu, tekstur porfiro afanitik, warna
lapuk coklat kemerahan, tingkat
pelapukan tinggi sehingga
membentuk soil yang sangat tebal
keras, tertutupi oleh vegetasi yang

cukup lebat berupa pohon jati dan™"

tanaman keras lainnya.

Lempung aluvial adalah material
yang bercirikan warna abu-abu,
ukuran butir lempung — pasir halus,

vt bt ot et b 1

Huruf e

‘ Pasal 45

" pasal 46  Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

Pasal 47 s.d Pasai 51

tebal tanah bagian atas 30 - 40 cm,
struktur massif, kaya unsur organik di
bagian atasnya.

Pasir Vulkanik dan Andesit Merapi adalah
matrik dari endapan pasir -~ bongkah lahar
Merapi. Endapan ini mempunyai ciri yaitu
endapan yang mempunyai ketebalan 10-
50 m, fragmen (andesit Merapi) dan
matrik terkonsolidasi lemah, fragmen
berukuran kerikil- — bongkah, kelimpahan
30%, berbentuk bulat tanggung -
menyudut tanggung. Matrik mempunyai
I

kelimpahan 70%, berukuran lanau (2°6 -
!

32 mm) - pasir kasar (<' 2 mm).
Cukup jelas

Kawasan perindustrian vyaitu kawasan
yang merupakan kelompok - kelompok
industri tertentu tanpa adanya ikatan ke
dalam suatu sistem kelola.

Kawasan industri yaitu kawasan vyang
diperuntukkan bagi industri yang berupa
tempat pemusatan kegiatan industri yang
dikelola oleh satu manajemen perusahaan
industri.

Sentra industri yaitu suatu kawasan
permukiman yang didalamnya &da
aktivitas kegiatan industri skala kecil.

Cukup jelas
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Ayat (1) : ) i meningkatkan kualitas keanekaragaman
- dan nilainya. ’
Huruf a "+ Kawasan perbatasan adalah kawasan 3 :
yang secara fisik berbatasan I Huruf f :  Kawasan tertinggal kawasan yang relatif
langsung dengan kabupaten sekitar, - . - ) kutrang berkembang baik kondisi maupun
dan merupakan pintu masuk ke fungsi inter spasialnya dibandingkan
Kabupaten Kiaten. ; dengan kawasan lain pada dimensi
ekonomi, politik, sosial, budaya dan
Huruf b :  Kawasan pertumbuhan cepat adalah prasarana dan sarana pendukungnya.
~ kawasan vyang secara ekonomi '
mengalami  pertumbuhan  yang Ayat(2)  : Cukup jelas
cukup pesat karena dilengkapi
berbagai sarana dan prasarana Pasal 53 s/d Pasal 78 » Cukup jelas
pendukung.
Huruf ¢ : Kawasan pengembangan sektor-

sektor strategis atau unggulan
pertanian tanaman pangan adalah
kawasan yang secara fisik memiliki -
kesesuaian untuk dikembangkan :
menjadi daerah pertanian tanaman -
pangan.

Huruf d :  Kawasan  kritis adalah  suatu
kawasan yang secara fisik rawan
terjadi bencana alam seperti tanan
longsor/erosi dan kekeringan.

Hurufe . Kawasan prioritas konservasi adalah-
suatu kawasan yang memiliki
keanekaragaman hayati yang tingg
dan ekosistem yang khas dan unik
dan perlu dilindungi pelestariannya
dan pemanfaatannya dilakukan
secara bijaksana untuk menjamin
kelangsungan persediaannya
dengan tetap memelihara dan






